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«:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat
Walikota Bima Tanggal 28 Maret 2019 Nomor
360/157/III/2019 tentang Kebijakan Pembangunan
Perumahan Insitu di Bantaran Sungai dan Surat Walikota
Sima Tanggal 28 Maret 2019 Nomor 360/158/111/2019
tentang Penyederhanaan Tahapan Pencairan Bantuan
Perumahan Korban Banjir Insitu, perlu dilakukan
perubahan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana sektor perumahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana terse but
dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 26
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor
Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun
2018, dipandang perlu untuk diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Bima Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Sektor Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima
Tahun 2018;

WALIKOTABIMA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANWALIKOTABIMANOMOR26 TAHUN
2018 TENTANGPETUNJUKTEKNISPELAKSANAANREHABILITASIDAN

REKONSTRUKSIPASCABENCANASEKTOR PERUMAHANDI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKOTABIMATAHUN2018

TENTANG

PERATURANWALIKOTABIMA
NOMOR 61 TAHUN 2019
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PROVINSI NUSATENGGARABARAT
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukirnan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5879);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ten tang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ten tang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Sektor Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun
2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 419) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor
Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 (Berita Daerah Kota
Bima Tahun 2018 Nomor 437), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal I

Menetapkan: PERATURANWALIKOTA TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANREHABILITASI
DANREKONSTRUKSIPASCABENCANASEKTORPERUMAHANDI
LINGKUNGANPEMERINTAHKOTABIMATAHUN2018.

MEMUTUSKAN:

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan
Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 ten tang Penetapan Garis
Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012
Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima
Nomor 71);



v

BERITADAERAHKOTABIMATAHUN2019 NOMOR S,\S

SEKRETARIS DAERAH OTABIMA,

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 1. o~~ober 2019

MUHAMMADLUTFI

V W~B[MA, '1/

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal '2 0'f~obe, 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 Maret 2019.

Pasal II
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Tabel1.1
Rekapitulasi Penduduk Terdampak Banjir Bandang

di Kota Bima Tahun 2016
NO KELURAHAlf TOTAL PDDUD'OK PaDUDUK ftRDAllPAK

____~Jnr~A~ KK ~A

Pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 14.00 sampai dengan tanggal 22

Desember 2016 pukul 04.00 WITAterjadi banjir bandang di Wilayah Kota

Bima dengan puncak tertinggi banjir terjadi pada pukul 23.00 WITA.

Kejadian ini kemudian diikuti dengan banjir bandang susulan pada tanggal

23 Desember 2016 dimulai pukul 13.00 WITAsampai dengan 23.00 WITA

dengan puncak tertinggi banjir terjadi pada pukul 17.00 WITA.Wilayah

yang terdampak bencana banjir bandang adalah sebanyak 33 (tiga puluh

tiga) kelurahan yang tersebar di 5 (lima)kecamatan sebagaimana tercantum

pada tabel 1. 1.

A. Latar Belakang

BABI

PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR62..TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA BIMA NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA SEKTOR PERUMAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2018



Tabell.l. Kerusakan Rumah akibat Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016

Beneana banjir bandang dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi

yang terjadi sepanjang tanggal 19 - 23 Desember 2016 dengan intensitas

282-290 milimeter sehingga menyebabkan debit air sungai pada sub daerah

aliran sungai (DAS)Padolo dan sub daerah aliran sungai (DAS)Melayu

meningkat dengan cepat. Intensitas hujan yang sangat tinggi tersebut

menyebabkan tanah mengalami kejenuhan dalam menyerap air. Di samping

itu, bencana banjir bandang juga disebabkan karena adanya kerusakan

hutan pada daerah hulu, yakni Kawasan Hutan Maria Wawo (Kabupaten

Bima), Kawasan Hutan Nanga Na'e (Kabupaten Bima) dan Kawasan Hutan

Ncai Kapenta (KotaBima). Hal tersebut dipengaruhi juga oleh pendangkalan

dan penyempitan saluran air sehingga menyebabkan banjir setinggi sekitar

satu meter di sejumlah lokasi perrnukirnan baik yang berada di wilayah

bantaran sungai maupun diluar wilayah bantaran sungai. Pada puncaknya

ketinggian banjir meningkat hingga mencapai 1,5 meter hingga 2,5 meter

dengan membawa material lumpur.

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terhadap kondisi rumah

yang terdampak banjir bandang di Kota Bima pada tahun 2016 telah

ditetapkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Penetapan Kondisi Rumah yang terdampak Banjir di Kota Bima Tahun

2016. Pada sektor perrnukiman sub sektor perumahan terdapat sebanyak

1.065 unit mengalami kerusakan dengan rincian seperti yang tercantum

pada Tabel 1.1 berikut.

Sumber: BPBD Kota Bima Tahuri 2016



Sumber : Dinas Perumahari dan Kawasan Permukimari Kota Bima Tahuri 2016

Selain itu, berbagai fasilitas ekonomi (pasar dan pertokoan). fasilitas

umum dan sosial, kantor pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi,

komunikasi, air bersih serta layanan publik lainnya terganggu. Beberapa

fasilitas umum dan kantor pemerintahan yang mengalami rusak berat

yakni, 5 (lima) unit Puskesmas dan 31 unit Puskesmas Pembantu yang

tersebar eli 5 (lima) kecamatan sehingga sampai dengan hari ke-4 sesudah

kejaelian tidak dapat memberikan pelayanan. Selain itu, sebanyak 31 (tiga

puluh satu) unit bangunan kantor pemerintahan mengalami kerusakan

termasuk peralatan kantor yang climiliki sehingga sempat tidak dapat

memberikan pelayanan. Diperkirakan jumlah masyarakat terdampak adalah

sebanyak 105.753 jiwa yang tersebar eli 33 kelurahan dan tidak terdapat

korban yang meninggal dunia.

Adapun pos pengungsian banjir, antara lain:

1. Kel. Penaraga (eliMasjid Baitul Hamid Rabajumlah pengungsi 900 jiwa),

Kel. Lewirato (eliMasjid Nurul Iman jumlah pengungsi 250 jiwa, eliKPN

Bima jumlah pengungsi 250 jiwa, eli kos-kosan jumlah pengungsi 50

jiwa, elirumah tingkat SMP 1jumlah pengungsi 250 jiwa)

2. Kel. Monggonao (eliMasjid An-Nur jumlah pengungsi 700 jiwa, eliSDN 2

jumlah pengungsi 30 jiwa, elirumah H. Anas jumlah pengungsi 20 jiwa,

eli Masjid Al-Huda Karara jumlah pengungsi 500 jiwa, eli Gedung

Serbaguna Muhammadiyah jumlah pengungsi 100 jiwa).

3. Kel. Penatoi (eliRuko dekat KPUjumlah pengungsi 300 jiwa, eliMasjid

Penatoi jumlah pengungsi 800 jiwa .

4. Kel. Sadia (eliMasjid Al-Hidayah jumlah pengungsi 180 jiwa)

5. Kel.Paruga (eli Masjid M. Salahuddin jumlah pengungsi 250 jiwa

Kel. Tanjung (diMasjid Baru Tanjung Barat jumlah pengungsi 500 jiwa,

eli Rumah Makan Pade Doang Tanjung jumlah 250 jiwa, eli SMP

Tanjung, jumlah pengungsi 250 jiwa).

Total pengungsi yang tersebar eli pos pengungsian eliatas sebanyak 5.500

jiwa.

Sementara itu total kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir

bandang di Kota Bima pada tahun 2016 yang lalu yakni sebesar Rp.

1.320.772.597.462,- dengan rincian seperti yang tercantum pada Tabel 1.2

berikut.



Sumber : Rencana Aksi Rehabiliiasi dan Rekonstruksi Pascabanjir Bandang Kota Bima Tahun

2017

Kerugian dari adanya bencana banjir bandang ini adalah akibat

terjadinya kerusakan dibeberapa sektor di antaranya permukiman,

infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor, Dampak bencana yang

besar dirasakan adalah kerusakan perumahan milik penduduk sehingga

perlu upaya untuk melakukan kegiatan rekonstruksi rumah pascabencana

yang merupakan kebutuhan dasar dan bentuk dari hak asasi manusia.

l%)JIILAI KERUGIAlI
(Rp ,

Tabel 1.2. Nilai Kerusakan dan Kerugian Tiap Sektor Akibat Banjir Bandang
di Kota Bima Tahun 2016



1. Komitmen pemerintah untuk segera melaksanakan pemulihan

pascabencana terhadap seluruh sektor terdampak bencana (kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi) khususnya sektor permukiman.

2. Melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan

kajian kebutuhan pemulihan kemanusiaan yang dilanjutkan dengan

pengkajian kebutuhan pemulihan kehidupan masyarakat maupun

wilayah yang terdampak bencana.

3. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah

pascabencana banjir melibatkan se1uruh Kementeriarr/Lembaga di

pusat maupun di daerah sesuai dengan sektor terdampak yang

dikoordinasikan oleh BNPBdan BPBD.

4. Pemulihan dilakukan secara komprehensif meliputi semua sektor

terdampak yaitu perumahan dan prasarana permukiman, infrastruktur,

sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor.

5. Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari dana

APBN(Pemerintah), APBD (Pemerintah Daerah), hibah dari donor dan

masyarakat serta sumber pendanaan lain yang sah.

Dalam rangka penanggu1angan bencana banjir bandang, Walikota Bima

menge1uarkan Surat Pemyataan Bencana Nomor 360 j 559 jXIlj20 16 tanggal

22 Desember 2016 serta menetapkan status keadaan darurat bencana

banjir bandang selama 15 hari yaitu 22 Desember 2016 sampai 5 Januari

2017 melalui Keputusan Walikota Bima Nomor 607 Tahun 2016 tentang

Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir Kota Bima

tanggal 22 Desember 2016. Dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang

ada, masa tanggap darurat kemudian diperpanjang sampai dengan tangggal

19 Januari 2017 dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 3 Tahun 2017

tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Penanganan

Bencana Banjir Kota Bima.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya

adalah upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan

lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari

sebelumnya. Sesuai dengan prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi,

maka bencana banjir bandang di Kota Bima te1ah direspon oleh pemerintah

dengan menetapkan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu:



B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai:
Petunjuk teknis disusun sebagai acuan pemerintah Kota Bima untuk

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta

Sesuai pokok-pokok kebijakan pemerintah dan dari berbagai

pengalaman dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dari bencana

bencana yang pemah terjadi di berbagai tempat di Indonesia yang

clilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat telah

memberikan hasil yang baik, maka pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi sektor permukiman pascabencana banjir di Kota Bima akan

dilaksanakan dengan pendekatan yang sarna dan ditetapkan dalam

Peraturan Kepala BNPBNomor 4 Tanggal 4 Oktober 2013 tentang Petunjuk

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman beserta

ketentuan lain di bidang perumahan.

Kegiatan penanganan pascabencana Banjir di Kota Bima, akan dibagi

menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Kegiatan

tahap persiapan terdiri atas pengadaan konsultan pendampingj manajemen,

rekrutmen fasilitator, pelatihan dasar pra tugas fasilitator, sosialisasi

kecarnatan, validasi data penerima manfaat dan pembentukan pokmas.

Sedangkan tahap pe1aksanaan kegiatannya adalah membangun rumah

dengan pendampingan dari fasilitator yang dikendalikan oleh Konsultan

PendampingjManajemen (KM).Oengan pertimbangan percepatan pemulihan

sektor permukiman, maka rehabilitasi dan rekonstruksi akan diupayakan

dise1esaikan pada tahun anggaran 2018 namun apabila belum selesai maka

sisa pekerjaan akan clilanjutkan maksimal pada tahun anggaran 2019.

Pembangunan kembali perumahan tentunya akan menyediakan

kebutuhan dasar bagi masyarakat agar dapat mendorong kembali

pemulihan di sektor-sektor lain, seperti perekonomian dan sumber

pendapatan yang terpengaruh oleh bencana. Berkaitan dengan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan ini dapat clilakukan

secara efektif, efisien, dan akuntabel serta menganut asas-asas tata kelola

yang baik maka perlu diterbitkan petunjuk teknis pe1aksanaan rehabilitasi

dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yang ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.



E. Pengertian

Dalam petunjuk teknis iniyang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang memiliki risiko

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,

serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada suatu

wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

masyarakat pada wilayah pascabencana.

3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana,

serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama untuk

menjaga keberlangsungan dan berkembangnya kegiatan perekonomian,

sosial dan budaya, menegakkan hukum dan ketertiban, dan

D. Sasaran

Sasaran operasional dari Petunjuk Teknis adalah:

1. Pemerintah Kota Bima;

2. Masyarakat; dan

3. Dunia Usaha.

c. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur pelaksanaan mengenai tata cara pelaksanaan

kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan,

eli lokasi setempat (In-situ) atas 810 unit rumah (379 unit rumah rusak

berat dan 431 unit rumah rusak sedang).

untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pascabencana

eli sektor perumahan.

2. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan secara efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan dan

perundangan-undangan yang berlaku.



membangkitkan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan

berrnasyarakat.

4. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen

perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan

rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu.

Dokumen ini disusun secara bersama-sama antara BNPB, BPBD Kota

Bima, Bappedalitbang Kota Bima, Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Bima, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Dinas Sosial, dan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan yang

terkait.

5. Build Back Better and Safer adalah pendekatan dalam pemulihan

bencana yang dilakukan secara terencana dan mengedepankan prinsip

membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman , sehingga

wilayah terdampak dapat dibangun kembali menjadi wilayah yang

tangguh bencana.

6. Pembangunan Barn yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan

pembangunan rumah barn yang layak huni secara swadaya.

7. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan

memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi

rumah layak huni.

8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal

yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

9. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta

kesehatan penghuninya.

10.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang

layak huni.

11.Perrnukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas

lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

12.Pola pembangunan hunian tetap in-situ adalah perbaikan atau

pembangunan hunian tetap di lokasi semula.



13.Pola pembangunan hunian tetap ex-situ (relokasi)adalah pembangunan
hunian tetap di lokasi lain.

14.Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945.

15.Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Gubemur dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah provinsi

Nusa Tenggara Barat.

16.Pemerintah Kota Bima adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah Kota Bima.

17.Walikota adalah Walikota Bima.

18.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD,

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

19.0rganisasi Perangkat Daerah atau disebut OPD adalah perangkat

Pemerintah Daerah Kota Bima.

20. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,

sekretariat DPRD, badan./ dinas teknis daerah, kecamatan, kelurahan

dan lembaga lain.

21.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

22.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam

wilayah kerja kecamatan.

23.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima yang selanjutnya

disebut BPBDKota Bima adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam

rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan

penanggulangan bencana di wilayah pemerintah Kota Bima.

24.Dana Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bima yang

selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak

atas sesuatu yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan

dilakukan melalui perjanjian.

25.PeIjanjian Hibah Daerah atau PHD merupakan kesepakatan tertulis

mengenai hibah antara Pemerintah dengan Pemerintah Kota Bima yang

dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum a/Understanding).

26.Surat Penetapan Pemberian Hibah atau SPPH adalah surat kepada

Pemerintah Kota Bima yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui



Kepala BNPB.Surat tersebut berisikan kegiatan dan besaran hibah yang

bersumber dari APBN.

27. Perencanaan adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan bagi

penyelenggaraan program pelaksanaan program rehabilitasi, konstruksi,

dan non-konstruksi pascabencana yang mencakup informasi gambaran

umum daerah, volumejluasan yang akan direhabilitasi, tahap

pengerjaan, besaran biaya, persyaratan teknis pe1aksanaan dan pihak

pihak yang terlibat dalam kegiatan, sertajangka waktu pelaksanaan.

28.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam sistem

pembangunan nasional dan daerah untuk mengidentifikasi, serta

mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sehingga dapat diatasi

sedini mungkin.

29.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan

(input), keluaran (outpu~, dan hasil (outcome) terhadap rencana kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi.

30.Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan

rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan serta evaluasi yang

dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat, konsultasi, permintaan

laporan, analisis dan umpan balik secara lisan maupun tertulis yang

mengarah pada upaya penye1esaian permasalahan yang dihadapi untuk

mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan.

31.Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPBDProvinsi NTB

untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

pada Kota Bima yang berupa pemantauan, evaluasi, dan koordinasi

termasuk menyiapkan fasilitator kelompok masyarakat (teknis dan non

teknis), pelatihan, dan pengawasan teknis pada kegiatan non

konstruksi.

32.Asistensi adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi

NTB untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pada Kota Bima yang dilakukan pada tahap perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan.

33.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan

layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.



34.Perencanaan teknis konstruksi adalah dokumen yang disusun terhadap

suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi, atau

spesifikasi teknis yang mencakup hal kualitas, volume, perkiraan biaya,

dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam

membangun konstruksi.

35.Kegiatan konstruksi adalah pemulihan dan pembangunan kembali

fasilitas fisik yang rusak akibat bencana di mana dalam proses tersebut

juga mengandung un sur mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

36. Supervisi atau Pengawasan Teknis adalah kegiatan yang dilakukan pada

saat pelaksanaan kegiatan konstruksi agar hasil akhir sesuai dengan

spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Konsultan

Supervisi atau Pengawas Teknis.

37.Tim Pendamping Masyarakat atau TPM adalah lembaga prmpman

kolektif atau wadah masyarakat untuk saling bersinergi sekaligus

menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat yang diakui oleh

masyarakat sendiri maupun pihak luar. Lembaga ini terdiri dari unsur

Kecamatan, Polsek, Koramil, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

38.Konsultan Manajemen (KM) adalah jasa penasihat yang terhimpun

dalam suatu organisasijbadan usaha dan terdiri dari orang-orang yang

telah terlatih dan berpengalaman di bidangnya yang bertujuan untuk

membantu suatu kegiatan secara objektif dan mandiri.

39.Kelompok Masyarakat atau Pokmas adalah pengorganisasian warga ke

dalam kelompok-kelompok pembangunan permukiman pascabencana.

40.Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)adalah bantuan dari Pemerintah

atau Pemerintah Daerah yang diterima langsung oleh masyarakat dan

atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga non-pemerintah

bidang pendidikan dan keagamaan.

41.Bantuan Dana Rumah (BDR) adalah bantuan dari Pemerintah atau

Pemerintah Daerah yang diterima langsung oleh masyarakat untuk

membangun hunian tetap.

42.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan hibah.

43.KineIja adalah keluaran hasil dari suatu kegiatan yang hendak atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur.



PENYELENGGARAANREHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PACABENCANASEKTOR PERUMAHANmenguraikan ten tang

Alur Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana, Organisasi Pengelolaan Kegiatan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Sumber

Pendanaan, Perencanaan, Pengkajian Kebutuhan

Pascabencana (Jitu Pasna), Penyusunan Rencana Aksi,

PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN

KEGIATANREHABILITASIDANREKONSTRUKSImenguraikan

Prinsip dasar, Kebijakan, Strategi, Sasaran Kegiatan dan

Indikator, Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor

Perumahan, Kriteria Penerima Bantuan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan, serta Kriteria

Kerusakan Rumah.

BABIII

BABII

F. Sistematika
Petunjuk teknis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUANyang terdiri dari uraian mengenai Latar

Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran,

Pengertian dan Sistematika Petunjuk Pelaksanaan.

44.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan dalam APBD.

45. Rumah Hunian Tetap atau Huntap adalah rumah hunian yang dibangun

oleh Ke1ompokMasyarakat yang dibiayai melalui Hibah.

46.Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman atau DTPP adalah

dokumen teknis usulan Bantuan Dana Rumah (BDR)yang disusun oleh

masyarakat yang dibantu oleh Tenaga Ahli atau Fasilitator Pendamping

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sektor permukiman.

47.Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah atau SPP-BDR

adalah surat perjanjian yang disepakati antara PPK dengan Pokmas

dalam hal pengelolaan Bantuan Dana Rumah.

48.Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah merupakan sistem yang

mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna

untuk mendukung pelaksanaan tugas KM.



Pertanggungjawaban,

Pengendalian, serta

Strategi, Penatausahaan, Pelaporan,

Pemantauan dan Pengawasan,

Penanganan Pengaduan dan Masalah.

DAN

PENGENDALIAN menguraikan tentang Pengendalian dan

MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT menguraikan

tentang Tahapan Pe1aksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Perumahan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat serta

Ketentuan Khusus dan Syarat Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Rumah Masyarakat.

PENCAIRANDAN PENYALURANDANAmenguraikan tentang

Ketentuan Pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR),

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan Dana Rumah

(BDR),serta Administrasi Keuangan Pengurus Pokmas.

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN

menguraikan tentang Penjelasan Teknis, Persiapan Konstruksi,

dan Pe1aksanaan Konstruksi

PELAPORAN menguraikan tentang Pelaporan yang hams

dilakukan secara berkala dan berjenjang yang terdiri dari

laporan periodik dan laporan akhir

PENGAWASAN, PERTANGGUNGJAWABAN,

RUMAHPEMBANGUNANPELAKSANAANMEKANISME

PembangunanPenganggaran, Sosialisasi, Pelaksanaan

Perumahan, dan Pengendalian.

BAB VIII

BABVII

BABVl

BABV

BABIV



Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan adalah

upaya mengembalikan kondisi lingkungan perumahan masyarakat yang rusak

akibat bencana agar dapat berfungsi kembali dengan membangun sesuai standar

bangunan yang memperhatikan pengurangan risiko bencana. Pembangunan

berorientasi pada pembentukan suatu komunitas, tidak sebatas pada pendirian

rumah secara fisiko

A. Prinsip Dasar
Prinsip dasar dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

sektor perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia

usaha bertanggung jawab dalam penye1enggaraan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana sektor perumahan.

2. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan stan dar

bangunan yang lebih baik dan lebih aman serta selaras dan terpadu dengan

konsep pengurangan risiko bencana.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah seperti sumber daya

manusia, material, kearifan lokal, sosial, dan budaya setempat.

4. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara

komprehensif termasuk aspirasi masyarakat dan pihak terkait untuk

mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

5. Dilaksanakan secara tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif,

berkesinambungan, dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

6. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan

penggunaan Hunian Tetap (Huntap) dan dilaksanakan secara transparan,

akuntabel, dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti Lansia, perempuan,

anak, dan penyandang cacat (disabilitas).

8. Pemilihan anggota Pokmas dilakukan dengan memprioritaskan warga

masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana banjir.

9. Membangun kembali lebih baik (Build Back Better) yang terpadu dengan

konsep pengurangan risiko bencana.

BABII

PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN KEGIATAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI



B. Kebijakan

Kebijakan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor

perumahan di Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

sektor perumahan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan

daerah yang relevan serta peraturan perundang-undangan mengenai

sistem perencanaan pembangunan nasionalj daerah.

2. Koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

sektor perumahan dilaksanakan oleh BPBD Kota Bima, termasuk

mengkoordinasikan Lembaga - Lembaga pemerintah Pusat dan Daerah

serta masyarakat, baik partisipasi secara kelompok maupun individu.

3. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan,

pemerintah Kota Bima mengalokasikan dana pendamping kegiatan

penanggulangan bencana dalam APBD.

4. Besarnya bantuan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana sektor perumahan diberikan sesuai dengan kemampuan

anggaran pemerintah dengan pertimbangan harga satuan daerah setempat

untuk membangun rumah tumbuh layak huni tipe 36 dengan luas tanab /

kavling 80m2 disesuaikan dengan kecukupan bantuan stimulan yang

diberikan.

5. Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor

perumahan yang diberikan dalam bentuk dana Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM)ialah berupa stimulus pembangunan Huntap sebagai

pilihan utama, namun dalam situasi kondisi tertentu dana bantuan untuk

pembangunan Huntap dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui belanja

barangfjasa dan dikerjakan melalui kontraktual atau swakelola yang

dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

6. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan inimenggunakan

sistem plafon anggaran, yaitu patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada masing-masing rumah sesuai dengan kriteria kerusakan.

Untuk in-situ, batas maksimal anggaran untuk rusak berat adalah sebesar

Rp69.000.000,OO.dan rusak sedang adalah sebesar Rp20.000.000,OO.

7. Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, melalui

koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan serta mengedepankan

aspirasi masyarakat korban bencana banjir.



8. Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan

masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi masyarakat

sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan

pemaharnan masyarakat tentang pengurangan risiko bencana.

9. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan

lingkungan permukiman di daerah rawan bencana dengan prinsip build

back better dan safer.
10. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak

melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis,

perijinan dan termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat.

11. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan pertanggung

jawaban dana yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

12. Dilaksanakan terutarna oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya,

melalui koordinasi yang efektif dan kerja sarna antar pihak lintas sektor,

dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Dengan pertimbangan percepatan pemulihan sektor permukiman, maka

rehabilitasi dan rekonstruksi akan diupayakan diselesaikan pada tahun

anggaran 2018 narnun apabila belum se1esai maka sisanya dilanjutkan

maksimal pada tahun anggaran 2019.

C. Strategi

Strategi dalarn kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor

perumahan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor

perumahan harus berdasarkan suatu dokumen Rencana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencanaf dokumen perencanaan sejenis lainnya yang

disusun berdasarkan kajian kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna).

2. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengakomodir

se1uruh sumber pembiayaan yang sah baik dari APBN,APBD Provinsi,

APBD Kota, pembiayaan dari luar negeri baik pemerintah maupun non

pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun

masyarakat secara individu.

3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalarn pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan, seperti

instansi terkait di tingkat Kota.



D. Sasaran Kegiatan dan Indi.kator

Sasaran kegiatan dan indikator pernulihan dan indikator keberhasilan sektor

perumahan adalah:

1. Terlaksananya pernbangunan rurnah rnasyarakat korban beneana yang

rusak akibat beneana banjir dengan rnernenuhi syarat konstruksi rurnah

yang lebih ramah beneana sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau

standar teknis lainnya yang setara sesuai ketentuan yang berlaku.

rnengedepankan partisipasi rnasyarakat.

8.· Agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan yang

menggunakan pendekatan pernberdayaan berbasis masyarakat tetap

berorientasi pada pengurangan risiko beneana, rnaka harus dibangun suatu

sistern pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan

oleh BPBDKota Birna.

9. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan

rekonstruksi rnengaeu kepada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

lO.Dapat rnelibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pendampingan

akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

sektor perurnahan.

dengan7. Pola pernberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan

4. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan

harus rnengakornodir aspirasi rnasyarakat dalam rnenentukan prioritas

pernulihan perurnahan yang sesuai dengan peraturan perundang

undangan.

5. Pola pembangunan Huntap in-situ dilakukan melalui pernberdayaan

rnasyarakat sesuai dengan kebijakan pernerintah Kota Bima yang

rnengakornodir aspirasi rnasyarakat terdampak beneana yang rumahnya

dibangun kernbali.

6. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dengan pola

pernberdayaan rnasyarakat (berbasis kornunitas) diraneang dengan strategi

pengorganisasian rnasyarakat dan berturnpu pada inisiatif dan prakarsa

rnasyarakat dengan tidak rneninggalkan kearifan lokal dan gotong royong.

Hal ini bertujuan untuk membangun komunitas serta menciptakan

lapangan kerja bagi rnasyarakat di lokasi yang terdampak beneana.



2. Terciptanya proses interaksi dan partisipasi aktif dari warga dalam

menanggulangi persoalan bersama sebingga dapat menumbuhkembangkan

solidaritas sosial.

3. Terciptanya kearifan lokal di dalam masyarakat sesuai dengan potensi

budaya yang sudah ada.

4. Indikator capaian kegiatan adalah terbangunnya rumah serta dihuni oleh

masyarakat penerima BDR (Bantuan Dana Rumah).

E. Cakupan Sektor Infrastuktur Perumahan
Cakupan perumahan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan

Rakyat Nomor 22 tahun 2008 (menyesuaikan dengan perubahan peraturan di

masa yang akan datang) yaitu:

1. Rumah layak huni (rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan

bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan

penghuninya) .

1) Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat

kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:

a) Kerusakan ringan

Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non

struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit

langit, dan lantai.

b) Kerusakan sedang

Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non

struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi,

tiang/kolom, sloof, balok, rangka atap.

c) Kerusakan berat

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar danl atau

seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non

struktural.

2) Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan

jumlah penghuni dengan standar minimal 9m2 Iorang.
3) Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan:

a) Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan

pintu.

b) Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi.

c) Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).



F. Tipologi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor

perumahan in-situ dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan
a. In-situ

Pola pembangunan hunian tetap in-situ ialah perbaikan atau

pembangunan Huntap pada lokasi semula. In-situ dilakukan jika lokasi

lingkungan sebelumnya memungkinkan untuk dibangun kembali

dengan mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Jika rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan terpaksa diselenggarakan

di lokasi rawan bahaya maka masyarakat bersama aparatur setempat

wajib melakukan penilaian atas kemungkinan ancaman serta rutin

menyelenggarakan simulasi evakuasi dan kegiatan lainnya yang

berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dengan

pendampingan dan pengawasan dari BPBDKota Bima.

2. Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Pola Pemberdayaan Masyarakat dijalankan dengan uraian sebagai berikut:

a. Kegiatan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dengan didampingi

oleh konsultan dan fasilitator mulai dari tahapan perencanaan,

pelaksanaan pembangunan hingga pelaporan akhir.

b. Pemuktahiran data rumah terdampak bencana pola in-situ diperoleh dari

hasil verifikasi dan validasi data termasuk penentuan kembali tingkat

kerusakan rumah oleh Konsultan Manajemen dengan sumber data:

SKWalikota Bima Nomor 105 Tahun 2017 2 Februari 2017 tentang

Penetapan Kondisi Rumah yang Terdampak Banjir Bandang Tahun

2016.

Hasil survey oleh TFLyang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 28

Mei 2018 dengan menunjukkan bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan, meliputi: foto bangunan dan penjelasan

kerusakan komponen bangunan.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Keberhasilan poin D.2.

c. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk In-situ Perumahan

dilaksanakan atas:

810 unit rumah (379 unit rumah Rusak Berat dan 431 unit rumah

rusak sedang).



pemerintah, maka kriteria penerima BDRadalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan In-situ:

a. Keluarga yang telah kehilangan rumah danj atau rusak akibat bencana

(rusak beratjrusak sedang) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah

yang sah seperti 1MBatau Surat Pemyataan Kepemilikan Rumah atau

Surat Keterangan Lurah.

b. Kepala Keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu

rumah, maka bantu an diberikan hanya untuk satu Huntap.

c. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak

mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu

orang dengan menunjukkan bukti pendukung (Surat Keterangan

Kematian dari Pemerintah KelurahanjKecarnatan dan Surat

Warisan/Surat Penyataan Keluarga Ahli Waris).

d. Apabila KKtelah memindahtangankan hak kepemilikan (hibah atau jual

beli},maka kedua belah pihak tidak berhak mendapatkan BDR.

e. BDR diberikan untuk kepala keluarga yang belum danjatau tidak

sedang dalarn proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber

pendanaan yang lain.

f. Penerima BDRwajib menunjukan identitas kependudukan (KTPdan KK

yang telah dilegalisir oleh kelurahan) serta bukti kepemilikan atau hak

guna atas tanah (Sertifikat tanah atau sporadik/Surat Keterangan

Kepemilikan Tanah)

g. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri,

tetapi bangunannya belum memenuhi Stan dar Pelayanan Minimal

Kementerian Perumahan Rakyat dan Standar Kekuatan Bangunan

Rumah Tahan Gempa Kementerian Pekerjaan Umum, maka bangunan

tersebut hams dibongkar atau diperkuat, dan dibangun kembali pada

lokasi yang sarna berdasarkan rekomendasi tenaga ahlijtim teknis.

Nominal bantuan sarna dengan ketentuan yang berlaku.

anggaranPeningkatan kualitas rumah dengan plafon

Rp20.000.000,OOuntuk kriteria rumah rusak sedang.

G. Kriteria Penerima Bantuan Dana Rumah (BDR)

Dalarn hal pembangunan rumah dilakukan dengan dana bantuan stimulus dari

Pembangunan rumah tipe 36 dengan plafon anggaran maksimal

Rp69.000.000,OOuntuk kriteria rumah rusak berat.



h. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri,

harus disertai dengan bukti foto 0%, danj atau kuitansi pembelian

bahan bangunan darr/atau membuat Surat Pemyataan, diketahui Lurah

dan 2 (dua) orang saksi.

1. Penerima BDR berdasarkan SK Walikota Bima setelah dilakukan

verifikasi, validasi, dan uji publik.

J. Jika hasil verifikasi validasi data TFL, terdapat rumah terdampak

bencana yang belum terakomodir dalam sumber data (SKWalikota Bima

Nomor 105 Tahun 2016 tentang penetapan kondisi rumah yang

terdampak banjir bandang tahun 2016), maka rumah tersebut dapat

dimasukkan dalam data tambahan pada SK tersebut, dengan

memberikan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan (foto 0%,

keterangan dari kelurahan dengan salcsi,misal: keluzahan dan tetangga

di lingkungan rumah tersebut}.

k. Jika hasil verifikasi validasi data oleh TFL tentang tingkat kerusakan

rumah berbeda dengan sumber data (SK Walikota Bima Nomor 105

Tahun 2016 tentang penetapan kondisi rumah yang terdampak banjir

bandang tahun 20161. maka penilaian kerusakan yang digunakan

sebagai dasar pemberian BDR adalah hasil verifikasi dan validasi dari

TFL.

1. Penerima BDRpada pelaksanaannya diprioritaskan kepada:

1) Rumah yang mengalami tingkat kerusakan paling tinggi (Rusak Berat

dan Rusak Sedang).

2) Kelompok rentan seperti Lansia, Perempuanj Janda, anak, dan

penyandang cacat (disabilitas), Masyarakat 8erpenghasilan Rendah

(MBR)dengan pendapatan maksimal senilai Upah Minimum Provinsi

NTB Rpl.800.000,OO (catatan: informasi besar nilai UMP diperoleh

dari koordinator fasilitator BSPS tahun 2016-2017).

m. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

B. Kriteria Kerusakan Rumah
Kerusakan rumah akibat banjir dibagi dalam 2 kategori (Rusak Berat dan

Rusak Sedang), yang masuk dalam sasaran kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi In-Situ, seperti berikut:



No
Kategori Kriteria Kerusakan UraianKerusakan

1 Berat Bangunan Roboh • Bangunan roboh total/hanyut.
atau sebagian besar • Sebagian besar struktur utama
komponen struktur bangunan rusak.
rusak • Sebagian besar dinding dan lantai

bangunan patahj retak.
• Secara fisik kondisi kerusakan >50%.
• Komponen penunjang lainnya rusak

total.
• Membahayakanjberisiko jika

difunzsikan.
2 Sedang Bangunan masih • Bangunan masih berdiri.

berdiri, sebagian kecil • Sebagian kecil struktur utama
komponen struktur bangunan rusak.
dan komponen • Sebagian besar komponen penunjang
penunjangnya rusek lainnya rusak.

• Relatif masih berfungsi.
• Secara fisik kerusakan 30-50%.



Pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna) menghasilkan rumusan

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pacabencana sektor perumahan yang

harus dilakukan. Rumusan kegiatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam

Renaksi (rencana aksi), alokasi dana, pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi, pelaporan serta monitoringdan evaluasi. Pelaksanaan rehabilitasi

dan rekonstruksi harus memenuhi prinsip build back better and safer yang

INPUT PROSES OUTPUT
Akibat: terbangunnya Huntap bagi

Kerusakan, kerugian. Retrc_~ ItoriJim y;mg-tem'ampak

gangguan akses, gangguan yang sudah diverifikasi (build back better and safer)
fungsi, peningJlatan fisiko

I I OUTCOME
Dampak: Alokasi Dana

elronomi dan fiskal, sosial
Huntapbesertabangunan

pendutungRy'il bermarrfaat bagi
budaya poIitik,pembangunan kehidupan rnasyarakat
manusia, kualitas lingkungan

Pelaksanaan & pelaporan

JCehutuhan: IMPACT
Pernbangunan.penggantian,

Aktivitassosialdanekonomipenyediaan bantu an,
pemulihan fungsi, Monitoring dan Evaluasi masyaratat pu1ih

pengurangan risiko

Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir

Kota Bima Tahun 2017

Gambar 3.1

Alur kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus terukur mulai

dari input, proses pelaksanaan, output, outcome hingga dampak dari

penyelenggaraan kegiatan.

(Diuraikan dalam bentuk narasi dengan dikuatkan dalam suatu tabelf diagram)

A. Alur Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana

BABIII

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PASCABENCANA SEKTOR PERUMAHAN INSITU



B. Organisasi Pengelolaan Kegiatan RehabiUtasi dan Rekonstruksi
Pascabencana
1. Badan Nasional Penangguiangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)mempunyai tugas:

a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan BDR.

b. Menetapkan lokasi BDR.

c. Menetapkan nilaiZnominal BDR.

(tugas BNPB dianalogikan dengan tugas Kernen PUPR dalam Permen PUPR

tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadayal

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
a. Pemerintah Provinsi dalam hal ini BPBD Provinsi NTB dapat

melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

sektor perumahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

dengan melibatkan OPDteknis terkait.

b. BPBD Provinsi NTB mengkoordinasikan pembiayaan dan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan melakukan pengukuran

terhadap keberhasilan pemulihan pascabencana.

c. Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana oleh provinsi

dapat berasal dari APBDProvinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan sumber

pendanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

berbasis pengurangan risiko bencana dengan mengacu kepada Standar

Nasional Indonesia (SNI)maupun Kementeriau/Lembaga teknis terkait.

Output kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana Sektor Perurnahan

dapat diukur dari terbangunnya Huntap beserta sarana dan prasarana

pendukungnya sesuai anggaran yang digunakan dengan indikator Huntap yang

taharr/ramah bencana,

Outcome kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor

perumahan in-situ ialah Huntap yang harus bermanfaat bagi kehidupan

masyarakat di wilayah terdampak bencana yaitu perumahan yang dibangun

dan dihuni secara permanen oleh masyarakat yang terdampak bencana.

Dampak yang diharapkan dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana sektor perurnahan adalah pulihnya aktivitas sosial dan

ekonomi masyarakat.



4. BPBn Kota Bima

Tugas BPBDKota Bima adalah:

a. Mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima, sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan dan kegiatan ini dilaksanakan oleh BPBDmelalui pihak

ketiga.

b. Merencanakan dan menerapkan program penyelenggaraan rehabilitasi

dan rekonstruksi sektor perumahan dengan melibatkan partisipasi

masyarakat.

c. Menetapkan Pokmas atas nama pemerintah Kota Bima,

d. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, dan pengaduan masyarakat

yang tidak dapat dise1esaikan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

e. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan rehabilitasi dan

rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman.

pascabencana.

c. Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor

perumahan, dapat berasal dari APBD Kota Bima, bantuan dari APBD

Provinsi NTB,anggaran KjL, Hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah

Daerah, dan juga sumber-sumber lain dari masyarakat dan duma usaha

sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan sumber

pendanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

e. Mekanisme pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban mengikuti

aturan sumber pendanaannya serta sesuai dengan peraturan

perundang- undangan.

pemulihankeberhasilanterhadappengukuranmelakukan

e. Mekanisme pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban mengikuti

aturan sumber pendanaannya serta sesuai dengan peraturan

perundang- undangan.

3. Pemerintah Kota Bima
a. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan

di tingkat Pemerintah Kota Bima dilaksanakan oleh BPBD Kota Bima

dengan melibatkan OPD teknis terkait.

b. BPBD Kota Bima mengkoordinasikan pembiayaan dan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayahnya dan



(Mengikuti Juknis RRSektor Perumahan Kota Bima 2016)

5. PPK
Tugas PPKadalah:

a. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa.

b. Melakukan pengendalian konsultan manajemen In-situ.
c. Menyusun Pedoman Umum serta Pedoman Teknis Pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Kota Bima Sektor

Perumahan dan Permukiman.

d. Mengusulkan penetapan SK penenma BDR kepada Walikota Bima

berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta uji publik.

e. Mengusulkan penetapan SK Pokmas kepada Kepala Pelaksana BPBD

KotaBima.

f. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman.

(Mengikuti Juknis RRSektor Perumahan Kota Bima 2016)

6. PPTK/Tim Teknis
Tim Teknis Kota bertugas membantu PPK secara teknis dalam pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman:

a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat,

b. Melakukan seleksi calon penerima BDR,

c. Memverifikasi proposal dari calon penerima BDR,

d. Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat,

e. Melakukan pengawasan dan pengendalian, dan

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

(sumber: Permen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadayaj

BSPS)

7. Tim Pendamping Masyarakat
Tim Pendamping Masyarakat atau TPM adalah lembaga pimpinan kolektif

yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat

untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang

diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak luar. Dalam upaya

kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, peran serta

pimpinan tokoh masyarakat lokal, baik formal maupun informal sangat

diperlukan, untuk itu perlu dibentuk TPM yang anggotanya antara lain

tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat yang memahami



masalah sosial dan teknis konstruksi bangunan rumah. TPMmempunyai

tugas pokok sebagai berikut:

a. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

rumah pascabencana.

b. Bersama-sama dengan Fasilitator memfasilitasi pembentukan Pokmas

Pembangunan Perumahan.

c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah yang

dilaksanakan oleh Polanas Pembangunan Perumahan.

d. Melakukan koordinasi dengan KMdan Fasilitator untuk bersama-sama

menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan, dan pengaduan

masyarakat di wilayah terdampak bencana.

e. Bersama-sama dengan fasilitator teknis membantu masyarakat dalam

mempersiapkan pembangunan huntap, berdasarkan dana yang telah

disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah

disetujui.

f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

g. Berkoordinasi rutin dengan Fasilitator, Pokmas, dan pemangku

kepentingan lainnya.

h. TPM dibentuk dan ditetapkan oleh BPBD Kota Bima yang anggotanya

terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur

Kelurahan, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, 1 (satu) orang unsur Polsek

setempat, dan 1 (satu) orang unsur Koramil setempat.

8. Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Pokmas adalah pelaksana langsung kegiatan pembangunan rumah

pascabencana melalui proses kegiatan pengorganisasian warga bersama

dengan Lurah setempat. Pokmas diorganisir dalam kelompok masyarakat

yang bekerja secara sukarela.

Berikut penjelasan mengenai Polanas:

a. Anggota Polanas terdiri dari 10-20 KK diusahakan masih satu

RWjlingkungan, bila tidak mencukupi minimal 10 KK, boleh diambil

dari KKpada RWjlingkungan lain yang terdekat.

b. Pembentukan Pokmas Pembangunan Perumahan dibentuk oleh

pemerintah Kota Bima dengan Berita Acara Pembentukan Pokmas dan

kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

c. Keanggotaan Pokmas terdiri dari Ketua (sekaligus berperan sebagai

koordinator), Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Pokmas atas



9. Koordinator Lapangan (Korlap)
Merupakan bagian dari Konsultan Manajemen yang bertanggung jawab

langsung kepada Team Leader. Tugas Koordinator Lapangan adalah:

a. Melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,

monitoring, supervisi dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan pemukiman.

b. Mengkoordinir dan mengendalikan Tim Fasilitator.

c. Sebagai pe1aksana lapangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

d. Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat

melalui manajemen dan fasilitasi yang benar kepada Tim Fasilitator.

e. Menjamin visi, misi, tujuan, strategi, sasaran dan pendekatan

rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara konsisten

sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat serta

kekuatan -kekuatan sosial yang ada, termasuk di dalamnya perangkat

pemerintah kota, agar memahami esensi dan substansi kegiatan

persetujuan dari semua anggota dalam pertemuan pembentukan

Pokmas.

d. Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan pembangunan huntap,

baik dalam pemilihan prioritas anggota Pokmas, jenis kegiatan maupun

pelaksanaannya.

e. Pokmas melakukan fasilitasi terjadinya rembug warga, sosialisasi,

pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan

pembangunan rumah pascabencana.

f. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola BLM

dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

g. Pokmas menjamin implementasi pembangunan rumah sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan.

h. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk semua

permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangunan rumah.

1. Pokmas membuat pelaporan pemanfaatan dana kepada PPK.

j. Pokmas berkoordinasi dengan para pelaku lainnya, seperti TPM, dan

Fasilitator.



11. Tim Fasilitator

Fasilitator adalah pendamping pemberdayaan masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor perumahan. Fasilitator direkrut

oleh KM guna melaksanakan kegiatan pendampingan Pokmas yang dalam

menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan SPSD Kota Sima. Unsur

Fasilitator beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari Senior

Fasilitator, Fasilitator Teknik, Fasilitator Sosial, Fasilitator

Ekonomi/ Administrasi, dan Pengendali Mutu untuk pembangunan rumah

rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat memberikan dukungan

maupun kontrol yang memadai.

g. Menjamin Sistem Informasi Manajemen (SIM) di tingkat konsultan

maupun tingkat pemerintah kota dapat berfungsi dengan baik, meIa1ui

pengelolaan dan penyediaan input data yang akurat.

10. Konsultan Manajemen (KM)

Suatu jasa penasihat yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dan

berpengalaman di bidangnya yang bertujuan untuk membantu kegiatan

secara obyektif dan mandiri, baik secara individu, maupun yang terhimpun

dalam suatu organisasiybadan usaha. KMmemiliki peran dan tugas sebagai

berikut:

a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sektor Perumahan.

b. Melakukan identifikasi dan membuat rumusan kegiatan terkait

penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.

c. Menyusun Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan

rekonstruksi sektor perumahan.

d. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian se1uruh kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi sektor perumahan.

e. Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah.

f. Menyiapkan site plan inisiatif.

g. Menyiapkan altematif prototype rumah (rumah kayu panggung, rumah

kayu tapak/rion panggung, rumah tembok panggung) dengan RAE

sesuai dengan plafon anggaran Rp69.000.000,OO untuk rumah rusak

berat in-situ. Plafon anggaran Rp20.000.000,OO untuk rumah rusak

sedang in-situ.
h. Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas koordinator lapangan

secara berkala.



12. Senior Fasilitator

Koordinator Fasilitator mempunyai tugas:

a. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada fasilitator.

b. Mengendalikan pelaksanaan BDR.

c. Mengendalikan pengusulan proposal BDR.

d. Menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan dari fasilitator

kepada PPKmelalui konsultan manajemen.

e. Mengelola sistem informasi manajemen BDRtingkat kota.

f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindakan

sesuai kewenangannya.

J. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, serta

perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan.

(Building Conirollen, Tim fasilitator BDR mendampingi 15 Pokmas atau

dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Fasilitator mempunyai peran dan

tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pemutakhiranjverifikasi validasi data rumah terdampak

bencana banjir bandang.

b. Melakukan se1eksicalon penerima BDR.

c. Mendampingi pokmas dalam penyusunan dan pengajuan DTPP,

persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.

d. Melakukan pendampingan ditingkat masyarakat dalam kegiatan

administrasi dengan target output dan mampu sebagai pelaku perubahan

dengan target outcome.
e. Dalam melakukan pendampingan masyarakat menerapkan metode

pembangunan dari dalam, secara alami, dan berkelanjutan.

f. Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan

diseminasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan pelatihan.

g. Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kota Bima, dan OPD

telrnis terkait.

h. Membantu memecahkan masalah tingkat Pokmas terkait dengan

Huntap.

1. Mendampingi Pokmas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.



b. Menyusun dan mengajukan proposal.

c. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati.

d. Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan bantuan.

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

(sumber: Penn en PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadayal

BSPS)

14.Bank Penyalur

Bank Penyalur, mempunyai tugas:

a. Membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang

kepada penerima BDRsesuai dokumen dari PPK.

b. Melayani penerima BDR dalam pemanfaatan bantuan.

c. Menyusun laporan penyaluran BDRberbentuk BLMJuang.

(sumber: Pennen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadayal

BSPS)

15.Toko/Penyedia Bahan Bangunan

TokoJPenyedia Bahan Bangunan yang terikat perjanjian dengan Pokmas

berkewajiban untuk:

a. Menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak.

b. Mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan

pengiriman bahan bangunan kepada penerima BDR.

c. Menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

(sumber: Pennen PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadayal

BSPS)

C. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana dapat berasal dari pemerintah berupa APBN, pemerintah

provinsi (APBD Provinsi NTB), pemerintah kota (APBD Kota Bima),

korporasiJkelompok masyarakatJmasyarakat individu luar negeri, dunia

usaha, kelompok masyarakat atau masyarakat individu termasuk masyarakat

individu yang terkena bencana.

13. Penerima BDR

Penerima Bantuan Dana Rumah memiliki kewajiban untuk:

a. Mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan

BDR.



D. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan
1. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna)

Pengkajian kebutuhan pascabencana sektor perumahan dilakukan dengan
menggunakan metodologisesuai Peraturan Kepala BNPBNomorOS/2011

tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pascabencana. Data yang dihasilkan
berupa data per nama dan per alamat rumah (by name by add res) dengan
kategorikebutuhan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, antara lain:
a. Pembangunan kembali (rekonstruksi) baik di tempat semula maupun

relokasi.
b. Perbaikan rumah (rehabilitasi).
c. Stimulan bantuan rusak ringan.
Nilai kebutuhan adalah besarnya biaya yang digunakan untuk

memperbaiki/membangun kembali rumah yang rusak serta perlengkapan

Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, ditetapkan cakupan kegiatan

masing-masing sumber dana yang berpartisipasi dan ditetapkan pula

mekanisme yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang

undangan. Sumber pendanaan dari anggaran reguler yang ada pada

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan yang

diharapkan dapat segera digunakan me1alui proses yang lebih cepat dalam

koridor mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Penganggaran tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 58 (menyesuaikan dengan

perubahan peraturan di masa yang akan datang) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana:

1. Dalam me1akukan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kota Bima

wajib menggunakan APBDKota Bima sebagai dana pendamping.

2. Proses pendanaan melalui hibah dari Pemerintah ke Pemerintah Kota Bima

untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan No. 162 Tahun 2015 beserta perubahannya dan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun

2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana beserta perubahannya. Dana Hibah dapat digunakan untuk

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)yaitu untuk Bantuan Dana Rumah

(BDR).



3. Reviu Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Sektor
Perumahan
a. Reviu dilakukan terhadap data per nama (by name) dan per alamat

rumah {by address) yang tertuang dalam reneana rehabilitasi dan

rekonstruksi, untuk melihat apakah telah terjadi perubahan data,

pengurangan atau penambahan, serta dinamika di masyarakat atas

kondisi dan situasi sosial budaya dari ealon penerima bantuan Huntap.

b. Setelah data dasar diperolah, Jitu Pasna dan penetapan alokasi

anggaran telah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya ialah

melakukan telaah atau reviu kembali terhadap dokumen pereneanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi paseabeneana. Hal inidimaksudkan untuk

memastikan kembali mengenai skala prioritas kegiatan yang perlu

didahulukan pelaksanaannya termasuk menyesuaikan kegiatan dengan

alokasi anggaran yang tersedia. Pada tahap ini, diperlukan komunikasi

2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sebagai dasar penganggaranjpendanaan baik APBN,APBD,maupun dana

masyarakat/NGO/Dunia Usaha maka hasil kajian kebutuhan

paseabeneana dituangkan dalam reneana rehabilitasi dan rekonstruksi

untuk memperoleh indikasi pendanaan dari masing-masing pihak dengan

besarnya bantuan Zpendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sektor

perumahan khususnya pembangunan Huntap dikoordinir oleh BPBDKota

Bima atau pejabat yang ditunjuk agar tidak terjadi gejolak penerima

bantuan akibat perbedaan nominal bantuan.

Pelaksanaan penyusunan reneana ini harus memperhatikan kesiapan

pemerintah daerah, terutama terkait anggaran yang dibutuhkan dan lahan

yang akan digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

sektor perumahan. Oleh karena itu pada tahap ini dibutuhkan pemetaan

pendanaan dengan memperhatikan:

a. Lokasi, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan seeara m

situ. Hal ini bergantung pada kondisi lahan terdampak beneana apakah

masih dapat dibangun kembali atau tidak.

b. Teknis penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

sektor perumahan dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat.

sarana prasarana dasar lingkungan perumahan disesuaikan dengan indeks

harga satuan setempat dengan luas rata-rata rumah pada daerah tersebut.



4. Sosialisasi Rencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana
Setelah menetapkan lokasi dan polajmetode pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana yang akan dilaksanakan, maka tahapan penting

yang perlu dilakukan adalah menyebarluaskan informasi (sosialisasi)

tentang rencana pembangunan perumahan. Target atau sasaran sosialisasi

ini adalah para pemangku kepentingan baik di pihak pemerintah daerah

(kecamatan dan kelurahan), aparat keamanan (TNljPOLRI),masyarakat

terdampak bencana. Sosialisasi mi bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada semua pihak mengenai peraturan perundang

undangan yang mendasari kegiatan, hak dan tanggung jawab masing

masmg pihak serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

sektor perumahan yang akan diselenggarakan. Sosialisasi rencana

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan

bertujuan untuk:

a. Mendorong semua komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam

implementasi kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Mendapatkan masukan dan memastikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi

dan rekonstruksi perumahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

c. Mendorong semua komponen OPO dan pemangku kepentingan lainnya

mengawasi proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

perumahan.

Demi tercapainya tujuan sosialisasi secara optimal maka metode sosialisasi

yang dipilih harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat, khususnya dalam hal pemilihan teknik komunikasi yang efektif.

dan koordinasi dengan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan dan

menyediakan pendanaan seperti OPOteknis dan masyarakat terdampak

bencana, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memang belum

dilaksanakan (menghindari tumpang tinclih pendanaan). Kegiatan yang

akan dilaksanakan disusun dalam paket pekerjaan sesuai dengan jenis

dan tipe pekerjaan yang dituangkan dalam RKAmeliputi perencanaan

teknis, pekerjaan konstruksi, dan pengawasan serta biaya dukungan

operasional kegiatan.



A. Tahap Pelaksanaan
1. Rekrutmen Konsultan Manajemen (KM)

Konsultan Manajemen (KM)adalah suatu jasa penasibat yang terdiri dari

orang-orang yang telah terlatib dan berpengalaman di bidangnya yang

bertujuan membantu suatu kegiatan secara obyektif dan mandiri, baik

secara individu, maupun yang terhimpun dalam suatu organisasijbadan

usaha. KMmemiliki peran dan tugas sebagai berikut:

a. Melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.
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Gambar 4.1
Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan

dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat

Teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mengedepankan partisipasi

masyarakat secara utuh mulai dari tahapan persiapan (perencanaan) hingga

evaluasi dan pelaporan (pertanggungjawaban), dengan uraian tahapan sebagai

berikut:

BABIV

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH

MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



2. Rekrutmen Fasllitator
Fasilitator adalah pendamping pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor perumahan. Fasilitatordirekrut
oleh KMguna melaksanakan kegiatan pendampingan Pokmasyang dalam

menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPBD Kota Bima. Unsur
Fasilitator beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari Senior
Fasilitator, Fasilitator Teknik, Fasilitator Sosial, Fasilitator
Ekonomi/Administrasi,dan PengendaliMutu untuk pembangunan rumah

(Building Controller).Tim fasilitator BDRmempunyai wilayah kerja 10-15
Pokmas atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Fasilitatormempunyai

peran dan tugas sebagaiberikut:
a. Melakukan pemutakhiran/verifikasi validasi data rumah terdampak

bencana banjir bandang.
b. Me1akukanse1eksicalonpenerimaBDR.
c. Mendampingi pokmas dalam penyusunan dan pengajuan DTPP,

persyaratan teknis, dan persyaratan administraai.
d. Melakukan pendampingan ditingkat masyarakat dalam kegiatan

administrasi dengan target output dan mampu sebagaipelaku perubahan

dengan target outcome.

e. Dalam melakukan pendampingan masyarakat menerapkan metode
pembangunandari dalam, secara alami, dan berkelanjutan.

b. Melakukan identifikasi dan membuat rumusan kegiatan terkait

penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.

c. Menyusun Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan

rekonstruksi sektor perumahan.

d. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian seluruh kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi sektor perumahan.

e. Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah.

f. Menyiapkansiteplan inisiatif.
g. Menyiapkanaltematif prototype rumah (rumah kayu panggung, rumah

kayu tapak/rion panggung, rumah tembok panggung) dengan RAB
sesuai dengan plafonanggaran Rp69.000.000.00,OOuntuk rumah rusak
berat in-situ. Plafon anggaran Rp20.000.000,OOuntuk rumah rusak
sedang in-situ.

h. Membuatlaporanperkembanganhasil tugas-tugas koordinatorlapangan
secara berkala.



3. Bimbingan Teknis
Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan

yang berjalan dengan profesional, efektif, dan efisien diperlukan bimbingan

teknis terhadap fasilitator, baik fasilitator teknis maupun fasilitator non

teknis dilakukan oleh KM,yang terlebih dahulu mendapat pembekalan dari

BPBDKota Bima (pascarekrutmen).

a. Pelatihan untuk fasilitator teknis antara lain:

1) Konstruksi rumah yang lebih aman Zramah bencana.

2) Gambar rencana dan standar / spesifikasi teknis, RAB, dan rencana

kerja.

3) Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas.

4) Teknik pendistribusian barang.

5) Teknik pengawasan bangunan.

b. Pelatihan untuk fasilitator non teknis antara lain mengenai:

1) Administrasi keuangan.

2) Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas.

3) Teknik pengumpulan dan pengelolaan data.

4) Teknik penyusunan laporan.

4. Pembentukan Tim Pendamping Masyarakat (TPM)dan Tim Pengelola

Kegiatan (BKM/TPK)
Merupakan lembaga prmpman kolektif yang menjadi wadah bagi

masyarakat untuk bersinergi dan menjaeli lembaga kepercayaan

masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak

luar. Dalam upaya kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi eli

tingkat Kelurahan/RW, peran serta pimpinan tokoh masyarakat lokal, baik

formal maupun informal sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu dibentuk

J. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, serta

perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan.

f. Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan

diseminasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan pelatihan.

g. Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, BPBD Kota Bima, dan OPD

teknis terkait.

h. Membantu memecahkan masalah tingkat Pokmas terkait dengan

Huntap.

1. MendampingiPokmas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ,



TPMyang anggotanya antara lain tokoh masyarakat dan warga masyarakat

setempat yang memahami masalah sosial dan teknis konstruksi bangunan

rumah. TPMmempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

rumah pascabencana.

b. Bersama-sama dengan fasilitator memfasilitasi pembentukan Pokmas

Pembangunan Perumahan.

c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah yang

dilaksanakan oleh Pokmas.

d. Melakukan koordinasi dengan KM dan fasilitator untuk bersama-sama

menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan, dan pengaduan

masyarakat di wilayah terdampak bencana.

e. Bersama fasilitator teknis, membantu masyarakat dalam

mempersiapkan pembangunan huntap, berdasarkan dana yang telah

disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah

disetujui.

f. Berkoordinasi rutin dengan fasilitator, Pokmas, dan pemangku

kepentingan lainnya.

g. TPM dibentuk dan ditetapkan oleh BPBD Kota Bima yang anggotanya

terdiri dari 1 (satu) orang unsur kecamatan, 1 (satu) orang unsur

kelurahan, l(satu) orang tokoh masyarakat, 1 (satu) orang unsur Polsek

setempat, dan 1 (satu) orang unsur Koramil setempat.

h. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

5. Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Setelah Koordinator Fasilitator (Senior Fasilitator) dan Fasilitator mendapat

pelatihan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana banjir sektor

perumahan khususnya tentang BDR dan menerima kopi juklak /juknis,

maka Koordinator Fasilitator mobilisasi ke wilayah lokasi tugasnya

berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terdiri atas tim

teknis, bank/pos penyalur, PPKdan lain-lain untuk membahas antara lain

tingkat kesulitan penyaluran bahan bangunan.

Fasilitator mobilisasi ke kelurahan yang menjadi tugasnya untuk

melakukan koordinasi dengan Lurah selaku pemangku kepentingan antara

lain menyiapkan kegiatan kegiatan sosialisasi kepada calon penerima BDR.



- Daftar hadir.Alat/Bahan

- Pedoman Umum.
- Petunjuk Teknis.
- Data Rumah Terdampak Bencana yang berasal dari

BPBDKota Bima.
- Konsepsi Penanggulangan Bencana (Mitigasi).
- Rumusan Pakta Integritas.

SumberJ
Mated

Ceramah, curah pendapat.Metode

Fasilitator dan TPM.Pemandu

- Aparat Kelurahan.
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Tokoh masyarakat di Kelurahan.
- Masyarakat calon penerima bantuan.
- Ke1ompokrentan dan kelompok perempuan.
- Pelaku program pemberdayaan lainnya.
- Sebanyak mungkin anggota masyarakat Kelurahan

lainnya yang berminat untuk hadir.

Peserta

Balai Ke1urahan atau tempat pertemuan yang lazim
dipakai.

Tempat

TentatifWaktu

. a. Mc:mpc:rkc:nalkan Kc:giatan Rc:habilitasi dan
Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir
Bandang Kota Bima Kepada LPM, aparat pemerintah
Kelurahan, tokoh masyarakat, masyarakat korban
bencana dan masyarakat umum di Kelurahan.

b. Menginformasikan data calon pemanfaat Korban
bencana berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 105
Tahun 2016 tentang Penetapan Kondisi Rumah Yang
Terdampak Banjir Bandang Di Kota Bima Tahun 2016
dan hasil survey JverifIkasi lanjutan apabila telah
dilaksanakan.

c. Menyosialisasikan Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi berbasis mitigasi bencana

d. Penandatanganan Pakta Integritas
e. Menyepakati dan menetapkan jadwal Rencana Tindak

Lanjut
f. Menyepakati pembuatan dan lokasi pemasangan

papan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor
perumahan pascabencana banjir Kota Bima Tahun
2016 dan media informasi lainn_ya.

Tujuan

Forum sosialisasi kelurahan merupakan pertemuan
masyarakat kelurahan forum ini juga masih bagian dari
kegiatan sosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor
perumahan pascabencana banjir bandang tahun 2016 di
kelurahan.

Pengertian

6. Sosialisasi Calon Penerima Bantuan (CPB) Tingkat Kelurahan

Sosialisasi dilakukan oleh TFLdidampingi oleh TPM



Masyarakat paham Kebijakan Pokok Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir
Bandang Kota Bima Tahun 2016.
Terbangunnya dukungan, komitmen, smergi
masyarakat dan pemangku kepentingan yang
dituangkan dalam Pakta Integritas.
Berita Acara, notula, dan daftar hadir forum
sosialisasi.

1. Sambutan oleh Lurah yang sekaligus menjelaskan
maksud dan tujuan pertemuan.

2. Perkenalan Pelaku di tingkat Kelurahan oleh
Fasilitator.

3. Penjelasan tentang Kebijakan Pokok Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir
Bandang Kota Bima Tahun 2016 oleh fasilitator dan
TPM dengan materi yang sudah dipersiapkan
sebelumnya oleh fasilitator.
Tanya jawab dan klarifikasi terhadap hal-hal yang
dianggap masih belum jelas oleh peserta.
Menyampaikan rencana kegiatan selanjutnya
sekaligus menutup acara pertemuan.
Penandatanganan Pakta Integritas.
Membuat Berita Acara Forum Sosialisasi Kelurahan.

1. Fasilitator dan TPMmemastikan kembali jadwal dan
tempat pelaksanaan Forum Sosialisasi Ke1urahan
dengan Lurah yang bersangkutan.

2. Fasilitator dan TPMmemastikan calon-calon Pokmas
hadir di musyawarah Sosialisasi Kelurahan.

3. Fasilitator dan TPM memastikan informasi Rencana
pelaksanaan forum Sosialisasi Kelurahan telah
tersebar di masyarakat, baik melalui papan-papan.
informasi atau media pertemuan-pertemuan yang ada
di Kelurahan.

4. Fasilitator mengumpulkan informasi yang
berhubungan dengan Kelurahan yang akan
dikunjungi dalam rangka memfasilitasi pertemuan
tersebut.

5. Fasilitator menyiapkan materi yang akan
disampaikan, alat, dan tempat yang akan digunakan.

6. Menyiapkan agenda pertemuan, notula pertemuan,
dan daftar hadir.

- LCD.
- Media sosialisasi.
- Format Pakta Integritas.
- Berita Acara.

Proses
Pelaksanaan

Persiapan

4.

5.

6.
7.

Output 1.

2.

3.



Pengertian Adalah suatu tahapan kegiatan untuk memastikan data
calon penerima bantuan tepat sasaran.

Tujuan Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran penerima
bantuan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan
rumah, dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi data
calon penerima bantu an dengan pola pemberdayaan.
Verifikasi dan Validasi di tingkat kelurahan dilakukan
oleh TPM bersama Fasilitator dengan sasaran Calon
Penerima Bantu an berdasarkan SK Walikota Bima
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Kondisi
Rumah Yang Terdampak Banjir Bandang Di Kota Bima
Tahun 2016, verifikasi dan validasi dilakukan langsung
ke rumah calon penerima bantuan. Selain verifikasi dan
validasi data berdasarkan SKWalikota No. 105, kegiatan
ini sekaligus melakukan pendataan korban banjir yang
belum terdata dalam SK tersebut. Jika hasil verifikasi
terhadap 810 data rumah terdampak bencana banjir
(379 Rusak Berat, dan 431 Rusak Sedang), terjadi
pergeseran jumlah akibat perubahan kategori dan
perubahan kebijakan penentuan sepadan surigai dari
15m (data SK 105) ke 10m, maka akan dilakukan
verifikasi lanjutan terhadap rumah rusak nngan
dan Iatau rumah rusak sedang di luar cakupan sepadan
10m.

Waktu Tahapan verifikasi dan validasi ini dilakukan sete1ah
Pelaksanaan dilaksanakannya Tahapan Forum Sosialisasi.
Tempat : Masing-masing rumah calon perierima bantuan.
Pelaksana Fasilitator dan TPM.
Metode Wawancara, dokumentasi, penandaan lokasi.
Sumber IMateri Lampiran SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016

tentang Penetapan Kondisi Rumah Yang Terdampak
Banjir Bandang Di Kota Bima Tahun 2016.

Alat/Bahan Formulir Verifikasi & Validasi, Kamera, Whiteboard kecil,

7. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi serta Pendataan

Hal-hal yang harus Diperhatikan

o Diharapkan munculnya relawan-relawan masyarakat

o Gunakan media dan alat bantu yang telah tersedia seefektif mungkin
agar masyarakat mudah memahami penjelasan tentang pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana
Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016.

Q Hindari penggunaan bahasa asing yang akan menyulitkan
masyarakat dalam mendengar dan memahaminya.

a Pastikan masyarakat yang menjadi korban bencana ikut dalam
pertemuan.

o Menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menjurus ke unsur
SARA.



3. Untuk Mendapatkan data teknis sesuai dengan

kebutuhan rill eli lapangan, sebagai dasar pembuatan

2. Sebagai sarana uji publik hasil validasi dan verifikasi.

I. Memberikan Informasi hasil validasi dan verifikasi

data rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan

pascabencana banjir bandang Kota Bima Tahun 2016.

Adalah suatu tahapan yang menginformasikan hasil

validasi dan verifikasi data calon pemanfaat BDR untuk

kemudian ditetapkan sebagai penerima BDRDefmitif dan

diorganisir dalam kelompok masyarakat (POKMAS)

Tujuan

Pengertian

8. Tahapan Forum Finalisasi data Penerima BDR dan Pengorganisasian

Masyarakat (Penentuan Kelompok Masyarakat)

1. Data berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 105
Tahun 2016 tentang Penetapan Kondisi Rumah yang
Terdampak Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016
yang telah diverifikasi dan divalidasi.

2. Foto kondisi terkini rumah berikut titik koordinat
geografis.

3. Bukti administrasi identitas diri maupun bukti
kepemilikanj nak guna atas tanah dalam bentuk
softcopy.

4. Rekap hasil pendataan korban bencana yang belum
masuk dalam SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun
2016 tentang Penetapan Kondisi Rumah yang
Terdampak Banjir Bandang di Kota Bima Tahun
2016.

1. TPM bersama fasilitator melakukan kunjungan
langsung ke masing-masing calon penerima BDR.

2. Melakukan crosscheck data dengan mewawancarai
langsung ke calon penerima BDR dan mengisi format
validasi dan verifikasi (Formulir PS-03).

3. Mengecek bukti kepemilikan atas tanah.
4. Mengambil foto kondisi rumah terkini sekaligus

mengambil titik koordinat lokasi.

1. Menyebarluaskan Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi

2. Fasilitator menyiapkan Formulir Validasi dan
Verifikasi yang telah berisi data BNBA berdasarkan
SK Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Penetapan Kondisi Rumah Yang Terdampak Banjir
Bandang Di Kota Bima Tahun 2016.

Spidel, GPS.

Output

Proses
Pelaksanaan

Pesiapan



2. Anggota Pokmas adalah 10-20 KK, diupayakan berasal dari satu

Kelurahan/RW, bila tidak mencukupi minimal 10 KK, boleh diambil dari

KKKelurahan/RW lain yang terdekat dari lokasi.

Kegiatan Team Fasilitator selanjutnya (setelah terbitnya SKWalikota) adalah:

1. Memfasilitasi pembentukan Pokmas, memilih Ketua, Sekretaris dan

Bendahara, menandatangani Kesepakatan Sosial, sesuai dengan Berita

Acara Pembentukan Kelompok dan Kesepakatan Sosial

desain dan RAB.

4. Penerima BDR Definitif mengorganisasi diri dalam

Pokmas sebagai pelaksana langsung kegiatan.

Waktu Setelah Tahapan Validasi dan Verifikasi dilaksanakan.

Pelaksanaan

Tempat Kantor Lurah

Pelaksanaan

Peserta Masyarakat

Pelaksana Tim Fasilitator dan TPM

Metode Pengumuman (Ditempel di Kantor Lurah)

Materi Hasil Validasi dan Verifikasi

Alat / Bahan

Persiapan 1. Fasilitator berkoordinasi dengan pemerintah

kelurahan, melaporkan hasil Validasi dan Verifikasi

serta menempelkan pada papan pengumuman di

Kantor Lurah.

2. Fasilitator mendorong pihak Kelurahan utk menyebar

luaskan informasi tersebut dalam jangka tertentu

(disesuaikan)

3. Masyarakat diberi hak bertanya dan Fasilitator wajib

melakukan klarifikasi.

Output 1. Tersampaikannya hasil Validasi dan Verifikasi Calon

Penerima BDR defmitif.

2. Hasil Validasi dan Verifikasi yang telah final

selanjutnya akan di ajukan ke BPBDuntuk Proses SK

Walikota.



Pengertian Memberikan penguatan kapasitas bagi anggota Pokmas
untuk paham dan terampil agar mampu melaksanakan
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berbasis
mitigasi bencana sejak dari perencanaan, pelaksanaan
sampai dengan pertanggungjawaban.
Memberikan keterampilan teknis untuk tukang agar
mampu melaksanakan pembangunan rumah yang sesuai
standart teknis yang te1ahditetapkan.

Tujuan 1. Agar Pokmas dan tukang memiliki kapasitas yang
memadai dalam menjalankan tupoksinya.

2. Tukang memiliki kemampuan teknis untuk
menjalankan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Waktu Setelah Pokmas terbentuk.
Pelaksanaan
Tempat Disesuaikan
Pelaksanaan
Peserta Anggota Pokmas dan Tukang
Pemandu Tim Fasilitator dan Tim Korlap
Metode POD
Persiapan 1. Tim Fasilitator dan Korlap berkoordinasij

berkonsultasi dengan KM untuk menyusun jadwal

10. Pokmas berkoordinasi dengan para pe1aku lainnya, seperti TPM, dan

Fasilitator.

9. Pelatihan Pokmas dan Tukang

9. Pokmas membuat pelaporan pemanfaatan dana kepada PPK.

8. Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk semua

permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangunan rumah.

7. Pokmas menjamin implementasi pembangunan rumah sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan.

6. Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola BLMdengan

menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

5. Pokmas memfasilitasi terjadinya rembug-rembug warga, sosialisasi,

pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan pembangunan

rumah pascabencana.

4. Keanggotaan Pokmas terdiri dari Ketua (sekaligus berperan sebagai

koordinator), Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pokmas atas persetujuan

dari semua anggota dalam pertemuan pembentukan Pokmas.

3. Pokmas Definitif yang telah dihasilkan sesuai dengan Berita Acara

Pembentukan Pokmas kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan

Walikota Bima.



Pengertian Proses untuk mendapatkan data dalam penyusunan
DTPP

Tujuan 1. Untuk mendapatkan data teknis sesuai dengan
kebutuhan riil di lapangan, serta sebagai dasar
pembuatan desain dan RAB.

2. Untuk mendapatkan nilai taksiran terhadap rumah
yang sudah terbangun sendiri oleh korban
bencana/ Calon Penerima Bantuan

Waktu Setelah pelatihan Pokmas dan tukang.
Pe1aksanaan
Tempat • Lokasi rumah masing-masing calon penerima BDR.
Pe1aksanaan • Sumber materiallokal dan pabrikasi .
Pe1aksana Pokmas

10. Appraisal, Identifikasi Kebutuhan, dan Survei Teknis

1. Pokmas dan tukang paham tentang tupoksi.
2. Tersedianya tukang yang terampil dalam pelaksanaan

konstruksi rumah ramah bencana.

Output

1. Pembukaan.
2. Penjelasan prinsip-prinsip dan kebijakan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana
Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016.

3. Penjelasan tentang tugas, pokok, dan fungsi Pokmas
dan tukang.

4. Penje1asan tentang jenis-jenis kegiatan dalam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan
Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun
2016 termasuk formulir-formulir yang digunakan.

5. Penjelasan tentang tahapan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir
Bandang Kota Bima Tahun 2016 mulai dari
perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan pe1estarian
kegiatan.

6. Penjelasan mekanisme dan prosedur pencairan serta
penyaluran dana.

7. Membangun Tim Kerja Pokmas dan tukang.
8. Penjelasan tentang konstruksi sederhana rumah

ramah bencana.
9. Penjelasan tentang mitigasi bencana dalam proses

pembangunan rumah.
10.Pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan

dan kurikulum pelatihan dengan mengacu pada
petunjuk yang telah ada.

2. Menyusun modul atau bahan yang akan disampaikan
dalam pelatihan.

3. Konsolidasi tim pemandu.
4. Memastikan waktu dan tempat pelatihan.
5. Memastikan kelengkapan kebutuhan pelatihan dan

akomodasi peserta.
6. Membuat undangan pe1atihan kepada anggota

Pokmas dan tukang terpilih.
7. Membuat dan mendistribusikan undangan dan

memastikan kehadiran peserta dalam pelatihan.



1. Sketsa potongan
melintang adalah
potongan rencana

2 1. Sketsa Potongan
Melintang

2. Sketsa Potongan

Pengukuran
Utama

1. Jenis tanah harus
diamati, apakah tanah
tersebut termasuk jenis
tanah keras, lunak, atau
lumpur.

2. Kedalaman tanah keras
harus diamati, berguna
untuk menentukan jenis
pondasi yang akan
digunakan.

3. Elevasi dan kontur tanah
harus diamati, apakah
kontur tanah bervariatif
sehingga dapat
menentukan volume
galian maupun tirnbunan
yang harus dikerjakan.

KETERANGAN

1. Jenis Tanah
2. Kedalaman Tanah

Keras
3. Elevasi dan Kontur

Tanah

1 Kondisi Tanah

DIAMATINo. KATEGORI

PANDUAN ASPEK SURVEI TEKNIS

ASPEK-ASPEK YANG

Pernandu Tim Fasilitator dan TPM
Metode Survei dan Pengumpulan dokumen
Persiapan 1. Pokmas menyiapkan Formulir Survei (Formulir PS-10,

PS-ll & PS-12).
2. Pokmas mengidentifikasi sumber material lokal dan

pabrikasi terdekat.
Pelaksanaan 1. Fasilitator bersama TPM melakukan identifikasi

ke1ayakan teknis rumah.
2. Fasilitator bersarna TPM rnelakukan penaksiran nilai

rumah yang telah terbangun {Appraisaij.
3. Fasilitator bersama TPM berkoordinasi dengan PPTK

untuk melaporkan hasil appraisal dan mendapatkan
persetujuan.

4. Pokmas mengumpulkan data administrasi (KTP,
Kartu Keluarga, bukti kepernilikan hak atas tanah,
dil).

5. Pokmas melakukan survei teknis (kondisi tanah,
pengukuran lahan, identifikasi kerusakan,
dokumentasi foto 0% dengan titik koordinat, dil) dan
mengisi Formulir isian yang telah disiapkan.

6. Pokrnas rnelakukan survei harga material minimal di
3 lokasi yang berbeda [tokoy supplien,

Output a. Tersedianya data hasil appraisal yang telah disetujui
oleh PPTK.

b. Tersedianya data pendukung administrasi DTPP.
c. Tersedianya data teknis objek rumah untuk

penyusunan DED dan RAB.



No. KATEGORI ASPEK-ASPEK YANG
DIAMATI KETERANGAN

Memanjang konstruksi bangunan
3. Dimensi gedung sederhana harus
4. Denah / Layout digambar untuk

menentukan jenis
konstruksi, lebar
bangunan dan
sebagainya.

2. Sketsa potongan
memanjang adalah
potongan rencana
konstruksi bangunan
gedung sederhana harus
digambar untuk
menentukan jenis
konstruksi, panjang
bangunan dan
sebagainya.

3. Dimensi adalah ukuran
panjang, lebar dan tinggi
untuk menentukan
volume pada setiap jenis
konstruksi sesuai hasil
perhitungan teknik.

4. Denah / Layout adalah
gambar peta lokasi yang
digambar pada saat survei
untuk menunjukkan
posisi bangunan.

3 Pengukuran 1. Sketsa Potongan 1. Sketsa potongan

Pelengkap Melintang melintang adalah
2. Sketsa Potongan potongan rencana

Memanjang konstruksi bangunan
3. Dimensi gedung sederhana harus
4. Bangunan Lama digambar untuk
5. Denah I Layout menentukan Jems

konstruksi, lebar
bangunan, dan
sebagainya.

2. Sketsa potongan
memanjang adalah
potongan rencana
konstruksi bangunan
gedung sederhana harus
digambar untuk
menentukan jenis
konstruksi, panjang
bangunan dan
sebagainya.

3. Dimensi adalah ukuran



belum
adalah
belum

tukang.
2. Tenaga

berpengalaman
tenaga yang

1. Tenaga berpengalaman
adalah tenaga kerja yang
ada di
kelurahan / lingkungan
yang telah terbiasa dalam
pekerjaan konstruksi,
seperti; tukang kayu,
tukang besi, tukang
tembok, tukang las dll,
Tenaga kerja tersebut
harus di identifikasi dan
didaftar sebagai calon

1. Tenaga
Berpengalaman

2. Tenaga Belum
Berpengalaman

5 Persediaan
Tenaga
Berpengalaman

1. Jenis material adalah
jenis bahan yang
dibutuhkan dalam
pembangunan gedung
sederhana, seperti; batu
belah, sirtu, pasir urug,
semen, batu pecah dll.

2. Lokasi material adalah
tempat penampungan
bahan lokal (quarry).

3. Jarak Iokasi material ke
keluraharr/Iingkungan
adalah jarak tempuh
mengangkut bahan dari
lokasi material
(quarry/toko) sampai ke
kelurahanj'Iingkungan 110
kasi bangunan.

1. Jenis Material
2. Lokasi Material
3. Jarak Lokasi

Material ke
Ke1urahan/lingkun
gan

4 Persediaan
Bahan

panjang, lebar dan tinggi
untuk menentukan
volume pada setiap jenis
konstruksi sesuru hasil
perhitungan teknik.

4. Bangunan lama adalah
bangunan yang sudah
ada, kondisi dan lokasi
harus diidentifikasi dan
digambar, apakah perlu
dibuat baru atau
diperbaiki saja.

5. Denah I Layout adalah
gambar peta lokasi yang
digambar pada saat survei
untuk menunjukkan
posisi bangunan.

KETERANGAN
ASPEK-ASPEK YANG

DIAllA.TINo. KATEGORI



9 1. Musim hujan adalah
waktu yang tidak tepat
dalam pe1aksanaan
konstruksi karen a banyak
hambatan, baik
pengadaan bahan,
pemasangan konstruksi
maupun pengerahan
tenaga kerja.

2. Musim kemarau adalah
waktu yang tepat untuk
pelaksanaan kegiatan
konstruksi, baik
pengadaan bahan,
pemasangan konstruksi

1. Musim Hujan
2. Musim Kemarau

Musim

1. J alan masuk ke lokasi
harus diperhatikan,
apakah mudah dijangkau
atau tidak.

1. Jalan Masuk ke
Lokasi

mengatasi dampak
lingkungan

konstruksi

Akses8

1. Cere] Jenis konstruksi
untuk mengatasi dampak
lingkungan, seperti; tidak
menggunakan penutup
atap dari asbes dan
sebagainya

Jenis
untuk

1. Cara /Dampak
Lingkungan

7

1. Pemanfaat adalah jumlah
warga
ke1urahanJlingkungan
yang akan memanfaatkan
bangunan tersebut secara
keseluruhan.

1. Jumlah PemanfaatManfaat6

pemah atau hanya
sebagai pekerja kasar
dalam pekerjaan
konstruksi. Tenaga keIja
tersebut harus
diidentifikasi dan didaftar
sebagai calon tenaga
kerja.

3. Apabila tukang atau
tenaga kerja yang ada di
kelurahanJlingkungan
tidak dapat memenuhi
kebutuhan, dapat di cari
dari
keluraharr/Iingkungan
lain.

KETERANGAN
ASPEK-ASPEK YANG

DIAMATIKATEGORINo.



Pengertian Menilai ke1ayakan Dokumen Teknis Pembangunan
Perumahan yang telah disusun oleh Pokmas.

Tujuan 1. Semua DTPPyang telah disusun memenuhi syarat atau
kriteria yang sudah ditentukan.

2. Memberikan rekomendasi ke1ayakan suatu DTPP.
3. Agar DTPP dapat dijadikan sebagai acuan proses

pencairan dana BDR dan pelaksanaan pembangunan
Rumah.

Waktu Setelah DTPP selesai disusun

12. Verifikasi DTPP dan Penetapan Pagu BDR

Pengertian DTPP merupakan dokumen usulan perencanaan kegiatan
pembangunan rumah, yang disusun oleh Pokmas dengan
pendampingan fasilitator dan TPM.

Tujuan 1. Menyiapkan dokumen usulan perencanaan yang akan
menjadi acuan untuk pembangunan rumah dan rencana
biayanya.

2. Pokmas dapat mencairkan dana BDR.
Waktu Setelah tahapan identifikasi kebutuhan dan survei teknis
Pelaksanaan dilaksanakan
Tempat Lingkungan Pokmas
Pelaksanaan
Pelaksana Pokmas
Pemandu Fasilitator, TPM
Metode Pendampingan
Persiapan 1. Menyiapkan data appraisal yang sudah mendapatkan

persetujuan dari PPTK.
2. Menyiapkan dokumen rencana teknis detail denah tapak

masing-masing rumah.
3. Menyiapkan DED, RAE,RKS, danjadwal pe1aksanaan.

Pelaksanaan . Pokmas menyusun DTPP dengan kelengkapan administrasi
dan teknis.

Output Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP)

11. Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP)

No. KATEGORI ASPEK-ASPEK YANG
KETERANGANDIAMATI

maupun pengerahan
tenaga kerja.

13. Manajemen Tingkat Perlunya kesiap siagaan
Risiko Bencana pen getahu an dan masyarakat dalam

pemahaman menghadapi bencana baik
masyarakat sebelum terjadinya
ten tang bencana, saat terjadi
manajernen risiko bencana maupun sete1ah
bencana terjadinya bencana.



Pengertian Mengimplementasikan perencanaan masyarakat dalam
upaya me1akukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang te1ah
dituangkan dalam DTPP yang dilakukan dengan
pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Dapat terselenggaranya kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi sektor perumahan pascabencana banjir
bandang Kota Bima tahun 2016.

Waktu Setelah tersusunnya dokumen perencanaan (DTPP)dan

14. Pelaksanaan Kegiatan

Pengertian Pokmas yang berhak mendapatkan dana BDR dapat
mengajukan pencairan dana yang didukung dengan DTPP
yang sudah terverifikasi

Tujuan Pokmas dapat mencairkan dana bantuan stimulan BDR ke
rekening kolektif pokmas

Waktu Setelah DTPPdiveriftkasi dan diajukan ke PPKmelalui
PPTK

Metode Pengajuan pencairan dilakukan dalam 3 tahap / termin
Tahap I : 40% Tahap II : 30%, Tahap III : 30%)
Untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi maka Pokmas yang mendapatkan dana BDR
susulan mengajuan pencairan dalam 2 tahap / termin
Tahap I : 60% Tahap II 40%

Pelaku Pokmas

Persiapan Pokmas didampingi Fasilitator menyiapkan seluruh
dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan dana
BDR.

Pelaksanaan Pokmas membuat pengajuan pencairan dana kepada PPK
melalui PPTK.

Output Dana BDRmasuk ke rekening kolektif Pokmas

13. Pengajuan Dana BDRDari Kas Daerah ke Rekening Pokmas

Pelaku Fasilitator dan Korlap
Metode Pencermatan dokumen
Persiapan 1. Fasilitator bersama TPMmemastikan semua DTPP telah

divalidasi dan siap diverifikasi.
2. Tim Verifikasi menyiapkan ceklist kelengkapan lSl

dokumen DTPP.
Pelaksanaan 1. Tim Veriftkasi memeriksa kelengkapan dan kesesuaian

isi DTPP dan mengisi ceklist pengendalian.
2. Penandatanganan DTPP yang telah diverfikasi oleh Tim

Verifikasi (TimFasilitator, Korlap dan PPTK).
Output 1. Dokumen DTPPyang sudah terveriftkasi.

2. BAHasil Veriftkasi dan Daftar Nominatif Pagu Penerima
BDR.

3. Pengesahan DTPP.



Tujuan 1. Melaporkan realisasi rencana kegiatan yang didanai
dari kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor
Perumahan Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima
Tahun 2016.

2. Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran
keuangan yang digunakan untuk:
• Biaya-biaya bahan.
• Upahj ongkos.
• Operasional dan lain-lain.
• Mengevaluasi hasil pekerjaannya.

3. Memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang berjalan baik
saat ini.

4. Membuat persiapan pelaksanaan tahap berikutnya.
Waktu Setelah selesai satu tahap pencairan dan sebelum

pencairan tahap berikutnya. (minimal dilakukan tiga kali
sesuai tahap pencairan dana).

Tempat Balai Kelurahan atau tempat pertemuan lainnya.

Peserta Anggota Pokmas

Pemandu Fasilitator dan Pokmas

Materi • Petunjuk Teknis
• DTPP
• Laporan perkembangan kegiatan dan penggunaan

dana.
Alat • Daftar hadir

• Spidol, kertas plano, isolasi/selotip, dll.
Persiapan 1. Memastikan kembali jadwal dan tempat pelaksanaan

15. Forum Pertanggung Jawaban Dana dan Kegiatan

pencairan dana BDR.

Metode Dilaksanakan secara gotong-royong dan swakelola melalui
kelompok masyarakat / Pokmas.

Pelaku Warga korban bencana banjir yang berhak menerima dana
BDR.

Persiapan 1. Penguatan kapasitas tukang.
2. Rapat penetapan supplier/toko material oleh Pokmas.
3. Penandatanganan kontrak kerjasama antara Pokmas

dan supplier/toko material.
Pelaksanaan 1. Penyaluran BDR

2. Pembangunan rehabilitasi perumahan korban banjir
bandang dilokasi asal (In-situ). Pembangunan
rehabilitasi perumahan dapat dilakukan dilokasi lain di
Kota Bima dengan persyaratan lokasi tersebut bebas
bencana dan bukan milik orang lain.

Output Terbangunnya kembali rumah warga korban banjir yang
memenuhi standar layak huni dan ramah terhadap
bencana.



1. Pembukaan.
2. Penyampaian dan penjelasan oleh Pokmas, mengenai:

• Hasil pekerjaanj status kegiatan yang telah
dilaksanakan.

• Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan
serta altematif pemecahan yang telah diambil.

• Penggunaan dana dan administrasi kegiatan.
• Penyampaian hasil pemantauan oleh TPM dan

fasilitator dilanjutkan dengan tanya jawab dan
klari:fikasi (penjeiasan].

3. Bila ditemukan masalah atau beberapa hal yang
belum jelas, disepakati rencana tindak lanjut
penyelesaian sebelum memulai tahap pencarran
berikutnya.

4. Bila pertanggungjawaban dapat diterima forum, maka
disepakati rencana kegiatan pelaksanaan berikutnya.

5. Membuat berita acara hasil musyawarah.
6. Penutup.

Proses

dengan Lurah yang bersangku tan dan Ketua Pokmas.
2. Fasilitator menyiapkan agenda pertemuan, notula, dan

daftar hadir.
3. Fasilitator memastikan informasi pelaksanaan dan

agenda forum pertanggungjawaban telah diketahui oleh
Pokmas.

4. Informasi penting yang ingin dibagikan kepada anggota
Pokmas.



1. Bantuan Dana Rumah (BDR)

Penyaluran BDR dilaksanakan berdasarkan perjanjian hibah daerah (PHD)

Pemerintah Kota Bima yang dijabarkan dalam RKAdan dituangkan dalam

DPA APBD OPD yang menyalurkan dana bantuan langsung masyarakat

(BLM).BDR merupakan BLMyang diberikan kepada masyarakat penerima

bantuan yang telah membentuk Pokmas dengan tujuan untuk membiayai

kegiatan pembangunan Huntap. Sedangkan untuk dana pendampingannya

dikelola oleh BPBD Kota Bima sebagai pelaksana rehabilitasi dan

rekonstruksi sektor perumahan di wilayah Kota Bima.

2. Mekanisme pencarian dana BDR

Pencairan BDR dapat dilakukan dengan cara- BDR diberikan sekaligus

100% langsung dari Kas Daerah kepada rekening Pokmas atau melalui

rekening Bank penyalur setelah terlebih dahulu dilaksanakan Perjanjian

Kerja.sama ten tang Penyaluran dan Pencairan Dana.BDRantara PPK dengan

Bank Penyalur.

3. Persyaratan khusus atas mekanisme/tata cara pencairan BDR 100%

sekaligus

Mekanisme/ tata cara pencairan BDR yang diberikan sekaligus 100% dari

Kas Daerah kepada rekening adalah sebagai berikut:

a. Pokmas yang telah terbentuk diwajibkan membuka rekening bank

terdekat dengan 3 (tiga)spesimen penanda-tangan penarikan dana, yaitu

Bendahara, Ketua, dan Sekretaris Pokmas,

h. Proses pengajuan BDR harus dilengkapi dengan DTPP yang telah

diverifikasi dan disetujui oleh Tim Fasilitator dan KM.

c. Dalam hal BDR tidak dialokasikan dana untuk biaya operasional,

apabila dalam pelaksanaan BDR tersebut dibutuhkan biaya operasional

maka dialokasikan dalam bentuk dana hibah yang ditransfer langsung

dari Kas Daerah ke rekening BPBDKota Bima.

d. Pencairan BDR dari rekening Pokmas ditandatangani secara bersama

oleh 2 (dua) orang, yakni Bendahara dan Ketua Pokmas. Apabila Ketua

Pokmas berhalangan, maka dapat digantikan oleh Sekretaris Pokmas.

e. Penyaluran BDR dari Rekening Pokmas kepada setiap anggota Pokmas

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II

B. Ketentuan Khusus dan Syarat Pelaksanaan Rehabilitasi dan RekoDstruksi

Rumah Masyarakat



4. Persiapan Kelengkapan Administrasi BDR
BPBD Kota Bima sebagai pelaksana tugas, pokok, dan fungsi bidang

rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan pengendali keuangan

bantu an dana rumah /pembangunan Huntap, mengajukan kelengkapan

f. Khusus untuk Pokmas Susulan, Penyaluran BDR dari Rekening Pokmas

kepada setiap anggota Pokmas dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap

I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%.

Kemajuan fisik terpasang minimal 60 % atau

penyerapan dana sebesar 80% dari Tahap I dan

Tahap II yang telah diperiksa oleh fasilitator,

TPM dan disetujui oleh PPTK dibuktikan

dengan BAkemajuan fisik di lapangan.

Kernajuan fisik terpasang minimal 200/0 atau

penyerapan dana sebesar 80% dari Tahap I

yang telah diperiksa oleh Fasilitator, TPM, dan

disetujui oleh PPTKdengan dibuktikan dengan

BAkemajuan fisik di lapangan.

Kernajuan Fisik 00/0, dengan kondisi sebagai

berikut:

• Lokasi sudah jelas, lahan sudah dibersihkan

(land clearing) sesuai dengan nruna

penempatan Huntap.

• Masing-masing anggota pokrnas mernbuat

pemyataan kesanggupan pembangunan

hun tap dari dana BDR yang diterima

bermeterai Rp6.000,00.

PERSYARATAN

300/0

Pencairan

TAHAPIII

Pencairan

TAHAPII

Pecairan

TAHAPI

TAHAP

PENCAIRAN

Tabel4.2
Tahapan pencairan Dana BDR

Dari Rekening Pokmas kepada Anggota Pokmas

sebesar 30%, dan Tahap III sebesar 30% dengan beberapa persyaratan

seperti yang tertera dalam tabel berikut:



dokumen pencairan dana kepada OPD yang bertugas menyalurkan BLM

(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima) sesuai proposal

Pokmas yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator. Usulan BPBD ini, dibuat

setelah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyusunan DTPP, Fasilitator membantu Pokmas untuk:

1) Menyiapkan DTPP.

2) Menentukan model Huntap sesuai desain yang tersedia dan tahapan

kerja pembangunan huntap secara partisipatif.

3) Menyusun RAB pembangunan hun tap sehingga tersusun RAByang

efisien dan benar (Formulir 1).

4) Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembangunan hun tap

termasuk rencana pengadaan bahan.

b. Menyiapkan persyaratan administrasi berupa:

1) Berita Acara pembentukan Pokmas;

2) pembentukan Pokmas;

3) Identitas anggota Pokmas;

4) Surat kepemilikan tanah; Berita Acara penetapan harga satuan;

5) Foto progress 0%;

6) Rencana tapak (siteplan)

c. Menyusun rencana penggunaan BDR, setelah Pokmas terbentuk

diperlukaan perencaanaan penggunaan BDR. Pelaksanaan kegiatan ini

dilakukan oleh Pokmas dengan didampingi oleh fasilitator dan diawasi

oleh KM.Penyusunan rencana penggunaan BDR harus dilakukan secara

terbuka dan disepakati seluruh anggota Pokmas sehiugga tidak terjadi

kesalahpahaman diantara anggota Pokmas.

d. Masing-masing anggota Pokmas membuat pernyataan kesanggupan

menyelesaikan pembangunan Huntap dari dana BDR yang diterima

bermeterai (Formulir 2).

e. Penilaian Kelayakan DTPPdan Usulan Penerima Dana Huntap

1) KMmenilai kelayakan teknik dan finansial dari DTPP.

2) Tim fasilitator memverifikasi keabsahan DTPP termasuk daftar

usulan penerima dana dan selanjutnya diserahkan kepada KM. KM

mengesahkan DTPP yang dinilai layak dengan menanda-tanganinya,

kemudian KMmengajukan DTPP yang telah disahkan kepada BPBD

Kota Bima.



3) Satu salinan DTPPyang telah disahkan KMditeruskan kepada BPBD

untuk pembuatan Surat PeIjanjian Pengelolaan Bantuan (SPP-BDR)

(Formulir 3) antara Pokmas dengan BPBD.

4) Membuka Rekening Pokmas, Pokmas membuka rekening atas nama

Pokmas pada Bank Kantor cabang terdekat yang akan digunakan

untuk menampung BDR.BPBDmengirimkan nama dan contoh tanda

tangan Pengurus Pokmas yang berwenang menandatangani SPPBDR

kepada bank pembayar di wilayah masing-masing. Pembukaan

rekening Pokmas sebaiknya dilakukan sebelum penandatanganan

SPPBDR.

5) Penarikan dana dari rekening tersebut harus ditandatangani oleh 2

(dua) orang pengurus Pokmas yaitu Bendahara dan Ketua Pokmas.

Jika Ketua Pokmas berhalangan dapat digantikan dengan Sekretaris

Pokmas.

6) Menandatangani SPPBDR

Berdasarkan DTPP, selanjutnya BPBD bersama Pokmas

menandatangani SPPBDR, yang memuat jumlah dana hibah, nama

penerima dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak dan kewajiban,

serta sanksi masing-masing pihak.

7) Mendaftarkan POKMAS

1. Tim Fasilitator mendaftarkan Pokmas yang telah menandatangani

SPP-BDR yang dilengkapi dengan Daftar Nominatif Anggota

Pokmas (Formulir 4), Daftar Nominatif Pokmas (Formulir 5), dan

Kwitansi Tanda Terima BDRPokmas (Formulir 6) kepada KM;

11. KMbersama BPBDmengajukan kelengkapan dokumen pencairan

dana sesuai proposal Pokmas yang telah diverifikasi oleh Tim

Fasilitator. Usulan BPBD kepada PPK Daerah dilampiri dengan

Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Pokmas penerima

bantuan, SPP-BDR, RAE Huntap masing-masing pemilik rumah,

gambar rencana sederhana masing-masing pemilik rumah

(Formulir 7), daftar nominatif anggota Pokmas berikut file

e1ektronik (sojtcopy) dan kuitansi tanda terima dari masing

masing Pokmas.



PemUiban Denah Bahan Elemen Pelaksanaan
Lokasi Bangunan Bangunan Bangunan Konstruksi

Banganan Bangunan

Hindari Sederhana Material Elemen Sedapat
lokasi di dan simetris yang vertikal mungkin
tanah yang berkualitas menggunakan
miring teknologi

lokal

Hindari Tidak Campuran Elemen Pelaksana
tanah memiliki beton yang horizontal terlatih
berpasir terlalu memadai
lebih dari 1 banyak
meter bukaan

Sediakan Denah Penggunaan Sistem Pengawasan
platform ruangan atap yang pondasi intensif
penahan simetris ringan

5. Prasyarat Rumah Layak Huni

Sebelum pelaksanaan kontruksi terdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan terkait kondisi lahan yang akan dibangun. Hal yang perlu

diperhatikan antara lain:

a. Pemilihan lokasi bangunan, dalam membangun Huntap harus

menghindari tanah yang miring dan berpasir lebih dari 1 meter. Selain

itu platform penahan longsor harus tersedia.

b. Denah bangunan, denah yang dibuat untuk Huntap sebaiknya dibuat

sederhana dan simetris. Selain itu tidak memiliki banyak bukaan, denah

setiap ruangan simetris dan bidang dinding harus membentuk kotak

tertutup.

c. Bahan bangunan, Huntap harus dibangun dengan material yang

berkualitas dengan campuran beton yang memadai serta penggunaan

atap yang ringan.

d. Elemen bangunan, Huntap yang akan dibangun harus memperhatikan

elemen vertikal dan elemen horizontal. Hal ini berkaitan dengan sistem

pondasi dan bentuk sambungan yang akan dibuat.

e. Pelaksanaan konstruksi bangunan, pembangunan Huntap diusahakan

menggunakan teknologi lokal dan dilaksanakan oleh sumber daya

manusia yang terlatih. Se1ain itu dalam rangka membangun hunian

tetap yang berkualitas haruslah diawasi intensif dengan profesional.

Tabe14.3

Prasyarat Rumah Layak Huni



6. Spesifikasi Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi pelaksanaan pembangunan rumah diawali dengan

pemilihan prototype rumah. Pokmas memilih beberapa prototype rumah

dengan dibantu oleh Tim Fasilitator dan Tenaga Ahli dari KM. Tahapan

pemilihan prototype rumah adalah sebagai berikut:

a. Standar Struktur dan Konstruksi Rumah

Standar struktur dan konstruksi rumah harus memiliki mutu bahan

material dan mutu pengerjaan yang baik. Selain itu seluruh komponen

bangunan seperti pondasi, sloof, kolom, angkur, ringbalk, dinding,

rangka atap, dan atap harus saling terikat dan menyambung satu

dengan komponen lainnya dimana ketika bangunan terkena goncangan

akan bergetar sebagai satu kesatuan. Rumah yang dibangun harus

berkaidah pada standar struktur dan konstruksi bangunan rumah. [lihat

Lampiran 2).

b. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis umum yang harus dipenuhi dalam pembangunan

sektor perumahan lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis masing

masing daerah, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta mengacu pada standar

SNI. Rumah yang dibangun harus menjamin keamanan dan

kenyamanan pengguna bangunan dengan mengikuti prinsip bangunan

tahan gempa sebagi berikut:

1) Saat gempa ringan « 3.5 SR), bangunan tidak mengalami kerusakan

pada elemen struktural maupun non-struktural,

2) Saat gempa sedang (3.5 - 6.5 SR), bangunan tidak mengalami

kerusakan yang dapat diperbaiki pada elemen non-struktural,

sedangkan elemen,strukrnral tidak boleh,mengalami kerusakan,

longsoran

Bidang Sambungan
dinding
membentuk
kotak
tertutup



3) Saat gempa kuat (> 6.5 SR), bangunan mengalami kerusakan pada

elemen struktural dan non-struktural, tetapi bangunan tidak runtuh

sehingga penghuni punya kesempatan untuk menyelamatkan diri.

c. Rumahjhunian tetap dinyatakan selesai dan layak huni apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Bukaan rumah yaitu pintu dan jendela sudah terpasang semua,

sehingga memenuhi persyaratan keamanan dan unsur estetika.

2) Listrik sebagai penerangan rumah sudah terpasang, sehingga

kebutuhan penerangan rumah sudah terpenuhi.

3) Terpenuhinya kebutuhan air bersih di setiap rumah untuk

memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari.



MekanismePencairandan PenyaluranDana Hibah dari Pemerintahke Pemerintah

Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana, mengikuti mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuangan Daerah. Sedangkan untuk
penyaluran ke anggota pokmas didasarkan pada Petunjuk Teknis yang telah

dijabarkan dalam Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana Penyelenggaraan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana Banjir Bandang
Kota Bima Tahun 2016, dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan
pemberdayaan masyarakat melalui KelompokMasyarakat atau disebut dengan
Pokmas.
A. Ketentuan Pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR)

1. BDRmerupakan bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat
penerima bantuan yang telah membentuk Pokmas dengan tujuan untuk
membiayai kegiatan pembangunan Rumah. Sedangkan untuk dana
pendampingannya akan diberikan dalam bentuk dana bantuan sosial
berpola hibah kepada BPBD Kota sebagai pelaksana rehabilitasi dan
rekonstruksi sektor permukimandiwilayahnya.

2. Pokmas yang telah terbentuk diwajibkanmembuka rekening Bank BPD
NTBterdekat dengan 3 (tiga) spesimen penandatangan penarikan dana,
yaitu Ketua, Bendahara, dan Sekretaris.

3. Proses pengajuan pencairan dana BDR dari rekening kas daerah harus
dilengkapidengan DokumenTeknis Pembangunan Perumahan atau DTPP
yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Fasilitator dan atau
KoordinatorLapangan(Korlap),serta PPTK.

4. Dalam BDR tidak dialokasikan dana untuk biaya operasional, apabila
dalam pelaksanaan BDR tersebut dibutuhkan biaya operasional maka
dialokasikandengandana swadaya.

5. Pencairan BDR dari rekening kas daerah ke rekening Pokmas wajib
ditandatangani secara bersama oleh 2 (dual orang, yakni Bendahara
Pokmas dan Ketua Pokmas. Apabila salah satu pengurus Pokmas
[Ketua/Bendahara] berhalangan, maka dapat digantikan oleh Sekretaris

Pokmas.

BABV

PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA



3. Ketentuan Penyaluran BDR Untuk Pembangunan Rumah Dengan Biaya

Sendiri.
a. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri,

dan bangunannya telah memenuhi Standar Pe1ayanan Minimal dan

Standar ketahanan gempa maka nilai bangunan tersebut harus ditaksir

oleh fasilitator teknik bersama salah satu unsur dari TPM selanjutnya

mendapatkan persetujuan oleh Konsultan Manajemen dan PPTK,dengan

ketentuan sebagai berikut :

2. Penyaluran Bantuan Dana Rumah (BDR)
Penyaluran bantuan dana rumah (BDR) adalah aliran dana kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan berbasis masyarakat di

lokasi asal (In-situ) dari rekening kolektif Pokmas kepada setiap anggota

Pokmas. Pada prinsipnya penyaluran BDR dilakukan sesuai dengan

kebutuhan pembangunan rumah dalam jangka waktu tertentu yang

dituangkan dalarn Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh

Pokmas dan telah diverifikasi oleh Fasilitator Teknik, dan disetujui oleh

Korlap. Namun untuk tertibnya penarikan dana dari rekening Pokmas,

maka penyalurannya diatur secara bertahap. Tahapan dan persyaratan

administrasi secara detail, dijelaskan dalam tata cara pencairan dan

penyaluran dana penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor

perumahan yang merupakan penjabaran dari Petunjuk Teknis ini.

B. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan Dana Rumah (BDR)

1. Pencairan Bantuan Dana Rumah (BDR)

Pencairan BDRdilakukan dari Kas Daerah ke rekening kolektif yang ada di

Pokmas dengan nama "Rekening Pokmas BDR" pada Bank NTB.

Pencairan BDR dari kas daerah ke rekening Pokmas dilakukan dalarn 3

(tiga) tahap, yakni : tahap I 40%; tahap II 30% ; tahap III 30% dan untuk

pokmas susulan 2 (dua) tahap, yakni : tahap I 60% ; tahap II 40%.

Syarat dan dokumen yang harus disiapkan dalarn proses pengajuan

pencairan dana BDR dari Pokmas ke PPTK,dijelaskan secara detail dalam

tata cara pencairan dan penyaluran dana penyelenggaraan rehabilitasi dan

rekonstruksi sektor perumahan yang merupakan penjabaran dari petunjuk

teknis ini.



c. Administrasi Keuangan Pengurus Pokmas.
Administrasi kegiatan keuangan pengurus Pokmas adalah kegiatan untuk

mencatat./merekam semua kejadian /transaksi terkait dengan pengelolaan

keuangan di Pokmas mulai tahap pembukuan sampai penyusunan laporan

keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat Pokmas

merupakan salah satu tugas utama Pengurus Pokmas. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam

pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas,

cermat, dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pencatatan semua transaksi dan pelaporan keuangan dilakukan

dengan menggunakan formulir standar keuangan yang terdiri dari buku kas

harian dan buku bank serta laporan arus dana.

Jenis-jenis Administrasi dan Laporan Keuangan Pokmas :
a. Buku Kas Harian

Buku kas harian adalah buku untuk mencatat semua transaksi harian

baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang tunai.

b. Buku Bank
Buku bank adalah buku untuk mencatat semua transaksi baik

pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang di bank.

• Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal

bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak

mendapatkan BDR 100%.

• Jika nilai bangunan lrurang dari nilai nominal bantuan yang

ditetapkan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara atau dapat

digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume

dan/ atau kualitas rumah yang telah dibangun.

b. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri,

tetapi bangunannya belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan

ketahanan gempa berdasarkan penilaian fasilitator, TPM dan disetujui

oleh PPTK, maka bangunan tersebut wajib diperkuat dengan

menggunakan dana BDR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

apabila dana yang digunakan masih terdapat sisa penggunaannya, maka

sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume dan/ atau

kualitas rumah.



c. Laporan Arus Dana

Laporan arus dana adalah laporan yang menggambarkan tentang sumber,

penggunaan, dan perubahan dana mulai dari awal kegiatan di tahun

berjalan.

Yang dimaksud dengan sumber dana disini adalah semua dana yang

masuk ke Pokmas, seperti BDR dan swadaya (untuk fisik & operasional),

termasuk juga penerimaan bunga bank dari rekening Pokmas.

Penggunaan dana adalah setiap pengeluaran dana yang terkait dengan

penyaluran BDR dan swadaya pada proses pembangunan fisik rumah,

operasional Pokmas, serta pengeluaran pajak dan administrasi bank dari

rekening Pokmas.

Sedangkan perubahan dana adalah perubahan posisi saldo awal dan

saldo akhir dana karena adanya transaksi (dana masuk - dana keluar)

yang terjadi dalam periode tertentu.



2. Persiapan Konstruksi
Persiapan pelaksanaan konstruksi pada prinsipnya mengacu pada DTPP dan

beberapa tambahan serta perubahan bila dibutuhkan termasuk ketentuan

teknis lain yang berlaku.

a. Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Rumah (NonKontraktual), meliputi:

Pelaksanaan pembangunan sektor permukiman terdiri dari pembangunan

Rumah.Tahapan dalam pembangunan Rumah (In-situ) meliputi :

1. Penjelasan Teknis
Karena kejadian bencana sudah lama berselang (lebih dari dua tahun), maka

saat ini kondisi rumah korban di lokasi In-situ sebagian besar sudah dilakukan

perbaikanj'pembangunan kembali atas biaya sendiri. Untuk menyikapi hal

tersebut dilakukan perlakuan khusus, yaitu :

a. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, dan

bangunannya telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka nilai

bangunan tersebut ditaksir oleh fasilitator, TPMdan disetujui oleh PPTK:

1. Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal

bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak

mendapatkan BDR 100%.

11. Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang

ditetapkan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara atau dapat

digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume

dan Iatau kualitas rumah yang telah dibangun.

b. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri,

tetapi bangunannya belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal

berdasarkan penilaian fasilitator, TPM, dan disetujui oleh PPTK

pelaksana pembangunan Rumah, maka bangunan tersebut harus

diperkuat dengan menggunakan dana BDR sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan apabila dana yang digunakan masih terdapat sisa

penggunaanya, maka sisa tersebut diberikan kepada yang bersangkutan

dengan suatu mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

PELAKSANAANPEMBANGUNANSEKTORPE~

BABVI



1) Metode pelaksanaan konstruksi untuk sektor permukiman

ditetapkan bersama Polanas, Tim Fasilitator dan KM dengan

mengukur tingkat kerusakan bangunan berdasarkan indikator

skala rusak berat ( RB ) dan rusak sedang (RS ).

2) Pelaksanaan konstruksi pembangunan sektor permukiman dilakukan

secara swakelola .

3) Pelaksanaan pengawasan kualitas teknis rumah aman gempa (quality
assurance).

b. Survei, dengan ruang lingkup:

1) Mengukur rencana tapak dan kondisi akhir lahan.
2) Menentukan tipe dan jenis model rumah yang memberikan manfaat.

3) Memastikan tidak terdapat masalah teknis yang berat baik dalam

pelaksanaan pembangunan konstruksi maupun kondisi lahan.

4) Melakukan pengukuran danpenyiapan lokasi tapak rumah.

c. Rehabilitasi Rumah

1)Me1akukan appraisal nilai bangunan dan menaksir besar kerusakan

dan biaya perbaian yang sudah dilakukan oleh Penerima Bantuan.

2) Merencanakan rehabilitasi rumah untuk memenuhi stan dar teknis

dan kelayakan rumah.

3) Menyusun DED dan RAB untuk rehabilitasi rumah oleh Polanas

didampingi oleh Tim Fasilitator.

d. Pemilihan Prototype Rumah

Polanas memilih beberapa prototype rumah dengan dibantu Tim Fasilitator

dan Tenaga Ahli dari KMuntuk memperoleh rumah tipe 36 m? yang lebih

aman Zramah gempa, menyesuaikan dengan lingkungan untuk

mendapatkan hunian yang nyaman, tentram, sehat. Pemilihan tipe rumah

dan tata letak bangunan rumah diupayakan te1ah memperhatikan kaidah

pengurangan risiko bencana.

e. Desain Teknis Detail dengan ruang lingkup pekerjaan:

1)Penyiapan gambar-gambar Desain (denah tampak, potongan dan

detail konstruksi).

2) Penetapan spesifikasi teknis dan administrasi.

3) Penetapan metode kerja berdasarkan kondisi lapangan.

4) Penyusunan perkiraan nilai terhadap hasil appraisal dari rumah yang

sudah terbangun kembali.



pereneanaan.

5) Tulangan kolom harus menerus sampai pondasi.

6) Sloofdiangkur ke pondasi memakai besi beton 0 12mm.

7) Dipasang ringbalk (balok ring)yang diikat kaku dengan kolom.

8) Seluruh kerangka bangunan harus terikat seeara kokoh dan kaku.

9) Dinding pasangan batu bataj'batako dipasang angkur setiap jarak

vertikal 30 em yang dijangkarkan ke kolom.

10)Setiap luasan dinding 12 m? harus dipasang kolom praktisj pakai

balok pinggang sesuai dengan aturan bangunan ramah gempa.

ll)Rangka kuda-kuda gantung, pada titik simpul sambungan kayu

diberi baut dan plat pengikat.

12)Bahan adukanj spesi eampuran 1:4, untuk beton bertulang

eampuran 1:2:3 dan beton rabat eampuran 1:3:5.

13)Material kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah harus

kayu yang sudah kering kelas II setara dengan Meranti, serta kayu

3. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi Rumah dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

a. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabllitasi dan Rekonstruksi:
Spesifikasi teknis umum yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor

permukiman :

1) Pembangunan pondasi rumah diatas tanah yang stabil, diusahakan

tidak pada tanah urugan. Jika berada diatas tanah urugan harus

dipadatkan terlebih dahulu kemudian ditambahkan eerueuk bambu

panjang 100 em dengan jarak maksimal 60 em dan dilakukan

pengeeekan kestabilan dan kekuatan tanah.

2) Galian tanah pondasi minimal kedalaman 60 em atau sampai tanah

keras sesuai dengan spesifikasi teknis.

3) Membuat pondasi menggunakan batu pecab /batu setempat yang

memenuhi persyaratan teknis.

4) Besi beton untuk struktur minimal 012 mm dan besi untuk

sengkangjbeugel minimal 08 - 15 sesuai dengan spesifikasi teknis

5) Penyediaan DED, RAE dan Spesikasi teknis harus diajukan kepada

PPTK.

6) Butir 1 sid 5 termasuk pengembangan terkait dengan dana swadaya.



c. Buku Bantu Material
Buku bantu material dipergunakan untuk mencatat material yang diterima

dan material yang dibayar serta kumpulan bukti-bukti nota asli dari toko

bangunan. Buku material berguna untuk menyiapkan rencana penggunaan

dana (RPD), menyiapkan pembayaran, mengendalikan pengadaan agar

sesuai target dan mengevaluasi pengadaan bahan.

b. Standar Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
Standar telmis yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor pekerjaan

rehabilitasi rumah adalah : SNI2012 dan AHSPU2013.

yang digunakan atau jika menggunakan kayu lokal harus

mempunyai perijinan dari instansi terkait.

14)Asbes danfatau bahan material yang mengandung asbes dilarang

digunakan dalam pembangunan rumah.



Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang terdiri dari laporan periodik

dan laporan akhir, yaitu:

1. Laporan Mingguan
Laporan yang berisikan laporan kemajuan tahapan kegiatan dan kumpulan

kegiatan harian yang dibuat dalam satu format yang telah disediakan- oleh

Tim Fasilitator dan diajukan ke Korlap.

2. Laporan Bulanan
Laporan yang berisikan tentang kegiatan bulanan yang terdiri dari Laporan

Kemajuan Kegiatan Fisik dan Realisasi Keuangan yang disiapkan oleh

Konsultan Manajemen disampaikan kepada PPKBPBDKota Bima.

3. Laporan Akhir
Laporan akhir disusun setelah pekerjaan selesai 100% dan pemanfaatan dana

telah disusun pertanggungjawabannya. Laporan Akhir disampaikan oleh

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, Walikota Bima, dan Deputi Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

BAD VII

PELAPORAN



2. Strategi dasar dalam pengendalian Rehabilltasi dan Rekonstruksi

Pascabencana adalah:
a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara objektif dan mampu

memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang

dilaksanakan.

b. Pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di semua tingkatan

menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan

disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah.

Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pascabencana

Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016 dilakukan melalui kegiatan pemantauan,

pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak

lanjutnya.

A. Pengendalian dan Strategi
1. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan

rehabilltasi dan rekonstruksi pascabencana bertujuan:
a. Menjaga setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selalu

sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana.

b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh

melalui proses dan mekanisme yang benar.

c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan.

d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan

dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

e. Mengendalikan pemanfaatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara

transparan.

f. Mengendalikan agar setiap pe1aku rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara

baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

DAB VIII
PENGAWASAN, PERTANGGUNGJAWABAN,

DAN PENGENDALIAN



C. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan

mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara

periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan

dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

prinsip dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, melihat

pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor

perumahan yang berasal dari sumber lain maka pertanggungjawabannya

sesuai ketentuan yang mengaturnya.

Pengeluaran dan

APBD, sedangkan

mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan

B. Penatausahaan~ Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

1. Penatausahaan

Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD Kota Bima menyelenggarakan

penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan kegiatan secara berkala sesuai

dengan mekanisme yang ditetapkan institusi sumber pendanaan.

2. Pelaporan

Laporan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana sektor perumahan baik yang bersumber dari APBN,APBD,

maupun masyarakat dan dunia usaha ditembuskan kepada BNPBsebagai

bahan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program dan sasaran

rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun Anggaran 2017 mengikuti

c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme

yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang

dilaksanakan.

d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan

pada setiap tahapan yang dilaksanakan.

e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta

menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.



kinerja semua pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta

melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan

sepanjang tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana termasuk

pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari

kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas

pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini

menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun

dasar pembinaan kepada pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

dan masyarakat.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus

dilakukan oleh setiap pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,

yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan (BPBD Kota

Bima beserta OPD terkait, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

dan Zatau Tim TP4D Kota Bima), konsultan, fasilitator, LSM, wartawan,

lembaga donor, dan lain-lain.

Jenis Kegiatan pemantauan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

meliputi:

1. Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat
Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari

suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau

dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan

untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan

melakukan pemantauan dan pengawasan melalui forum musyawarah

Kelurahan. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat Kelurahan

dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat.

2. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah
Dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah bagian dari

anggaran belanja negara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai

sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana (BPBDKota Bima, Walikota,

Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat dan Zatau Tim TP4D Kota



3. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang

BPBD Kota Bima, Konsultan Manajemen, Koordinator Lapangan dan

Fasilitator bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mereka wajib melakukan

pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan

kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi:

a Konsultan perlu menyusun kualitas output mengacu pada KPI (Key
Performance Indicators), sehingga dapat dijadikan acuan dalam

melakukan monitoring dan evaluasi baik menyangkut proses

pembangunan rumah tahan gempa dan pembangunan infrastruktur

permukiman di kawasan relokasi maupun hasil dari proses

pembangunan (rehabilitasi dan rekonstruksi).

b Memanfaatkan Data SIM (Sistem Informasi Manajemen), QS(Quick
Status), dan PPM (Penanganan Pengaduan Masalah) sebagai referensi

utama semua pihak denganjujur & bertanggungjawab.

c Untuk menguji data-data dan mengukur tingkat pemahaman terhadap

subtansi program maka perlu dilakukan uji petik (random sampling)
berbasis pengguna dan penerima bantuan, yang dilakukan sesuai

dengan siklus kegiatan: (pembentukan Pokmas, Pemanfaatan BDR

Tahap I, Pemanfaatan BDRTahap II, Pemanfaatan BDRTahap III).

d Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana.

e Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana rehabilitasi

dan rekonstruksi pascabencana.

f Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk

pengelolaan dokumen dan administrasi.

Bima, Camat, Lurah, PPTK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk

memantau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin

maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah.

Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang

ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan

pemeriksaan fasilitator.



g Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan

kegiatan.

4. Pemantauan oleh Pihak Lain

Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau

pihak lain sehingga kegiatan bisa menerima sudut pandang yang berbeda,

yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih objektif

atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana. Pemantauan

eksternal dilakukan antara lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan.

Dengan adanya keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku

pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, diharapkan akan

terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam

rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

5. Audit dan Pemeriksaan Keuangan
a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh fasilitator pada setiap kunjungan ke

Kelurahan untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan. serta

pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama

Pokmas, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis

dalam buku bimbingan.

b. Audit Internal
Audit internal dilakukan oleh Konsultan Manajemen. Audit internal

meliputi pemeriksaarr/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemeriksaan atau

penilaian terhadap pengelolaan dana, termasuk di dalamnya kinerja

fasilitator dan penanganan masalah,

c. Pemeriksaan Eksternal Struktural
Pemeriksaan ekstemal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh

BPKP selaku auditor yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia.

BPKP dapat bekerja sama dengan Inspektorat Kota Bima. Untuk

kegiatan pemeriksaan ini, BPKP akan mengeluarkan petunjuk

pemeriksaan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

sebagai acuan pemeriksaan.



perencanaan.

Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa:

a. Pokok-pokok kebijakan strategis dan rencana prioritas telah

dilaksanakan dengan konsisten.

b. Pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah

dilaksanakan secara efisien dan efektif serta taat kepada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku daIam mencapai tujuan kegiatannya.

Dalam pelaksanaan monitoring juga dilakukan identifikasi permasalahan

yang selanjutnya dilakukan pembahasan atas permasalahan yang dihadapi

guna memproleh solusi yang relevan untuk dilaksanakan dalam upaya

pencapaian tujuan kegiatan. Monitoring dilakukan secara periodik baik

secara bulanan, triwulan, maupun semesteran.

Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan, dilakukan untuk menilai

sampai sejauh mana tujuan kegiatan telah tercapai sesuai dengan rencana

semula dan untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam

menilai dan mengoreksi dampak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana.

Metode dan indikator monitoring dan evaluasi ditentukan mulai dari saat

proses penyusunan perencanaan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua kegiatan konstruksi dan

non-konstruksi yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang

dilakukan sejak proses persiapan sampai dengan kegiatan selesai

dilaksanakan. Monitoring dan evaIuasi tersebut adalah sebagai bahan

penilaian kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Apabila sumber pendanaan dari hibah Pemerintah Pusat ke Pemerintah

Kota Bima maka Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPBD Provinsi NTB

berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

dan penggunaan dana hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi

D. Pengendalian

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dari

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dicapai secara efisien, efektif,

dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Monitoring adalah kegiatan untuk mengetahui dan mengawasi serta

mencatat persiapan dan pelaksanaan (perkembangan) pengelolaan dana

dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang termuat dalam dokumen



dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan kewenangannya,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah Dari

Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan

Pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana (menyesuaikan

dengan perubahan peraturan di masa yang akan datang).

Sedangkan apabila sumber pendanaan dari K/L terkait dalam pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi, maka K/L tersebut juga berwenang untuk

melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka akuntabilitas

pelaksanaan kegiatan, dengan BNPB atau BPBD dalam melakukan fungsi

koordinasi terhadap capaian program pascabencana.

2. Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan

untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan

penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang

dapat berakibat pada pemborosan danj atau kerugian keuangan negara.

Pengawasan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional

(eksternal dan internal daerah), dan pengawasan masyarakat.

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya pada

setiap unit kerja atas pelaksanaan kegiatan rehablitasi dan rekonstruksi

pascabencana sektor perumahan yang menggunakan dana hibah.

b. Pengawasan Fungsional
Kewenangan untuk melakukan pengawasan termasuk pemeriksaan

dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Masyarakat.
d. Masyarakat juga memiliki hak/kewajiban untuk melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan

dimaksud, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang

berwenang. Laporan dari masyarakat harus segera direspon secara

proporsional oleh BPBD Kota Bima, demi tercapainya tujuan kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.



Pemerintah Kota Bima menyeeliakan sarana yang dapat menampung

pertanyaanjpengaduan dari masyarakat dan menetapkan mekanisme

penye1esaian permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

E. Penanganan Pengaduan dan Masalah
Penanganan pengaduan dan masalah merupakan bagian dari tindak lanjut

hasil kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan. Setiap pengaduan

dan keluhan yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang

berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus

segera elitanggapi secara serius, proporsional, serta cepat. Munculnya

pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan

oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana dapat dilakukan melalui:

a Suratjberita langsungjSMSj email kepada Fasilitator, Koorclinator

Lapangan maupun tenaga ahli rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana lainnya.

b Suratjberita langsungjSMSj email kepada aparat pemerintahan yang

terkait, seperti PPTKdan BPBDKotaBima.

c Pemantau kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lainnya,

termasuk wartawan dan LSM.

Dalam menangam setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip :

a Rahasia, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus

dirahasiakan.

b Berjenjang, semua pengaduan elitangani pertama kali oleh pelaku

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana setempat. Jadi bila

permasalahan muncul eli tingkat Kelurahan, maka pertama kali yang

bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat Kelurahan

tersebut difasilitasi oleh Fasilitator, TPMdan Pokmas, dan Lurah. Pelaku

elijenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di

tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang

atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut

memfasilitasi proses penyelesaiannya.
c Transparan dan Partisipatif, sejauh mungkin masyarakat harus

eliberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap

masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator.

Sebagai pelaku utama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi



~ MUHAMMAD LUTFI

~ WALIKOTA BIMA, ¢

..«:

pascabencana, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan

jalannya kegiatan.

d Proporsional, penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika

kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun

harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan

dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang

ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.

e Objektif. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani

secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu

diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang

dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan

bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan

pada prosedur yang seharusnya.
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